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Abstrak

Kelas menengah merupakan salah satu fondasi terpenting bagi stabilitas ekonomi, kohesi sosial, dan
kualitas demokrasi. Di Indonesia, kelompok ini sedang menghadapi paradoks. Di satu sisi,
perekonomian nasional tetap tumbuh sekitar lima persen, penetrasi teknologi digital meluas, sistem
pembayaran makin efisien, dan ekonomi digital telah berkembang menjadi yang terbesar di Asia
Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kelas menengah melemah, upah riil
mengalami tekanan, penciptaan pekerjaan bernilai tambah tinggi belum cukup cepat, biaya
perumahan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas perkotaan meningkat, serta risiko turun kelas tetap
nyata bagi rumah tangga yang berada dekat batas kelas menengah. Artikel ini membahas dinamika
tersebut dengan perspektif ekonomi politik dan manajemen. Fokus analisis mencakup perubahan
struktur kelas, daya beli, kualitas pekerjaan, ketimpangan aset, biaya hidup, perlindungan sosial,
perilaku konsumsi, ekonomi platform, fintech, kecerdasan artifisial, kesenjangan digital, dan implikasi
transformasi teknologi terhadap mobilitas sosial. Argumen utama artikel adalah bahwa Indonesia tidak
cukup hanya memperbesar jumlah penduduk yang secara statistik berada pada kelompok kelas
menengah; yang lebih penting adalah membangun kelas menengah yang tangguh, produktif, memiliki
aset, terlindungi dari guncangan, mampu meningkatkan keterampilan, dan memperoleh manfaat
bersih dari digitalisasi. Karena itu, kebijakan masa depan perlu menghubungkan produktivitas,
pekerjaan layak, penguatan human capital, perumahan terjangkau, perlindungan sosial adaptif,
persaingan usahayang sehat, literasi digital-finansial, serta tata kelola Al yang inklusif. Kelas menengah
yang kuat bukan sekadar hasil pertumbuhan ekonomi, melainkan sekaligus mesin yang menjaga
pertumbuhan tersebut tetap berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kelas menengah Indonesia; daya beli; transformasi digital; ekonomi platform; pekerjaan
layak; upah riil; mobilitas sosial; literasi digital; kecerdasan artifisial; ekonomi politik
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Catatan Data Mutakhir

BPS: pada September 2024 kelas menengah sekitar 17,25% (48,41 juta jiwa) dan kelompok
menuju kelas menengah sekitar 49,29% (138,31 juta jiwa).

BPS: ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025; IPM Indonesia 2025 mencapai 75,90.

Bank Dunia: pertumbuhan konsumsi kelompok aspiring middle class relatif lemah sejak pandemi
dan upahrriil turun rata-rata sekitar 1,1% per tahun pada 2018-2024.

Google-Temasek-Bain: GMV ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$99
miliar pada 2025.

Bank Indonesia: pembayaran digital 2025 telah mencapai sekitar 49,76 miliar transaksi,
menandakan adopsi digital yang sangat luas.
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1. Pendahuluan: Mengapa Kelas Menengah Menjadi Isu Strategis

Pembicaraan mengenai kelas menengah sering disederhanakan menjadi persoalan pendapatan
atau tingkat konsumsi. Padahal, secara ekonomi politik, kelas menengah adalah kelompok sosial yang
berada di antara kerentanan dan kemapanan. Mereka biasanya memiliki pendapatan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan dasar, mulai membeli layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas,
menggunakan produk keuangan, membayar cicilan rumah atau kendaraan, dan berpartisipasi dalam
ekonomi digital. Namun sebagian besar belum memiliki kekayaan yang cukup besar untuk menyerap
guncangan berkepanjangan. Karena itu, kekuatan kelas menengah bukan hanya ditentukan oleh
seberapa besar pendapatan bulanan, melainkan oleh stabilitas pekerjaan, kepemilikan aset, tabungan,
jaminan sosial, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan kemampuan mempertahankan standar
hidup ketika menghadapi inflasi, kehilangan pekerjaan, sakit, atau perubahan teknologi.

Dalam struktur ekonomi modern, kelas menengah berfungsi sebagai bantalan permintaan
domestik. Konsumsi rumah tangga Indonesia menyumbang bagian terbesar produk domestik bruto,
sehingga perubahan kecil pada kepercayaan dan daya beli kelompok menengah dapat mempunyai
dampak makroekonomi yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2024
kelompok kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup sekitar dua pertiga
penduduk, dan keduanya menyumbang lebih dari empat perlima konsumsi masyarakat. Artinya,
kekuatan konsumsi nasional sangat dipengaruhi oleh jutaan rumah tangga yang posisinya belum
sepenuhnya aman. Ketika kelompok ini menahan belanja, mengurangi konsumsi non-esensial,
menunda membeli rumah, atau memperkecil investasi pendidikan, dampaknya merambat ke
perdagangan, industri, jasa, kredit, penerimaan pajak, dan kesempatan kerja.

Isu kelas menengah menjadi semakin penting karena Indonesia sedang memasuki fase
transformasi struktural yang menentukan. Negara ini ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah
dan mencapai status negara berpendapatan tinggi sebelum atau sekitar 2045. Ambisi tersebut
mensyaratkan pertumbuhan produktivitas, peningkatan kompleksitas industri, dan perluasan
pekerjaan dengan upah yang mampu menopang standar hidup kelas menengah. Jika sebagian besar
pekerjaan baru tetap tercipta di sektor berproduktivitas rendah, maka pertumbuhan ekonomi dapat
berlangsung tanpa menghasilkan mobilitas sosial yang kuat. Perekonomian mungkin tumbuh secara
agregat, tetapi rumah tangga merasa tidak banyak mengalami perbaikan. Kesenjangan antara indikator
makro dan pengalaman mikro inilah yang memunculkan persepsi bahwa ekonomi tumbuh tetapi
kehidupan terasa semakin mahal.

Transformasi digital menambah lapisan baru pada persoalan tersebut. Digitalisasi menawarkan
efisiensi, akses pasar, layanan keuangan, kerja jarak jauh, pendidikan daring, dan peluang wirausaha
yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun digitalisasi juga dapat menekan pekerjaan rutin, memperkuat
dominasi platform besar, mengubah struktur persaingan, dan menciptakan bentuk kerentanan baru.
Kelas menengah, terutama pekerja administratif, profesional junior, kreator, pegawai layanan, dan
pemilik usaha kecil, berada di garis depan perubahan ini. Mereka bukan hanya konsumen digital, tetapi
juga tenaga kerja dan produsen yang proses kerjanya semakin ditentukan oleh algoritma, data,
platform, serta kecerdasan artifisial.
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Artikel ini karena itu tidak memandang kelas menengah sebagai kategori statistik yang statis. Kelas
menengah dipahami sebagai posisi sosial-ekonomi yang dinamis: seseorang dapat naik, bertahan,
atau turun tergantung pada pekerjaan, harga kebutuhan, kesehatan, pendidikan, hutang, aset, dan
kemampuan beradaptasi. Pertanyaan pokoknya bukan sekadar berapa juta orang yang disebut kelas
menengah, melainkan apakah Indonesia sedang membangun ekosistem yang membuat mereka lebih
aman, produktif, dan berdaya. Pertanyaan tersebut penting bagi kebijakan publik, strategi bisnis,
pendidikan manajemen, serta desain transformasi digital nasional.

2. Mendefinisikan Kelas Menengah: Antara Statistik dan Realitas Sosial

Tidak ada satu definisi kelas menengah yang berlaku universal. Bank Dunia, BPS, OECD, dan
berbagai lembaga penelitian menggunakan ukuran berbeda berdasarkan pendapatan, konsumsi, atau
posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan. BPS menggunakan pendekatan berbasis kelipatan garis
kemiskinan. Dalam penjelasan BPS untuk kondisi September 2024, kelompok rentan miskin berada
pada 1,0-1,5 kali garis kemiskinan, kelompok menuju kelas menengah pada 1,5-3,5 kali, kelas
menengah pada 3,5-17 kali, dan kelas atas di atas 17 kali. Pendekatan ini berguna karena
menghubungkan status ekonomi dengan kemampuan konsumsi aktual, tetapi tetap harus dibaca
dengan hati-hati karena biaya hidup berbeda antarwilayah dan komposisi rumah tangga juga berbeda.

Definisi statistik dapat membuat dua rumah tangga dengan pengeluaran per kapita yang mirip
berada dalam kategori yang sama, padahal tingkat keamanannya berbeda. Rumah tangga pertama
mungkin memiliki rumah tanpa cicilan, tabungan, asuransi, dan pekerjaan tetap; rumah tangga kedua
menyewa rumah, memiliki cicilan besar, menanggung orang tua, dan bergantung pada pekerjaan
kontrak. Secara konsumsi keduanya dapat terlihat setara, tetapi daya tahan terhadap guncangan
sangat berbeda. Karena itu, analisis kelas menengah sebaiknya memasukkan dimensi neraca rumah
tangga: aset, kewajiban, tabungan likuid, perlindungan sosial, dan stabilitas sumber pendapatan.

Kelas menengah juga memiliki dimensi sosiologis. Secara historis, kelas menengah diasosiasikan
dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, orientasi pada mobilitas sosial, aspirasi profesional,
kepemilikan rumah, pola konsumsi tertentu, dan partisipasi yang lebih besar dalam kehidupan publik.
Di kota-kota besar Indonesia, identitas kelas menengah sering terbentuk melalui pekerjaan formal,
pendidikan anak, kepemilikan kendaraan, gaya hidup digital, konsumsi pengalaman, dan akses ke
layanan swasta. Namun pola tersebut mulai berubah. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi
memasuki pasar kerja dengan upah yang tidak tumbuh secepat biaya perumahan. Mereka mungkin
memiliki smartphone canggih dan akses ke layanan digital, tetapi belum mampu membeli rumah atau
membangun tabungan pensiun yang memadai.

Dalam perspektif manajemen, kelas menengah dapat dilihat sebagai segmen konsumen sekaligus
sumber daya manusia strategis. Mereka adalah pasar utama bagi perbankan, asuransi, ritel,
telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, properti, pariwisata, dan produk digital. Di sisi lain, mereka
juga merupakan basis tenaga profesional, supervisor, guru, dosen, teknisi, perawat, tenaga kesehatan,
analis, pekerja kreatif, pegawai negeri, dan pengusaha kecil-menengah. Karena posisi ganda tersebut,
pelemahan kelas menengah dapat memukul permintaan sekaligus kapasitas produktif. Perusahaan

Halaman 7



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Kelas Menengah Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Transformasi Digital

yang hanya melihat mereka sebagai target penjualan berisiko mengabaikan tekanan yang dialami
tenaga kerjanya sendiri.

Oleh karenaitu, pengukuran kelas menengah yang lebih relevan untuk kebijakan masa depan perlu
bersifat multidimensional. Selain konsumsi atau pendapatan, indikator sebaiknya memasukkan
kualitas pekerjaan, akses perumahan, beban hutang, aset bersih, akses pendidikan dan kesehatan,
literasi digital, keamanan siber, serta peluang peningkatan keterampilan. Definisi seperti ini tidak
menggantikan ukuran statistik resmi, tetapi memperkaya pemahaman mengenai ketahanan kelas
menengah. Yang hendak dijaga bukan label sosialnya, melainkan kemampuan rumah tangga
mempertahankan kehidupan yang bermartabat, merencanakan masa depan, dan berinvestasi pada
generasi berikutnya.

3. Potret Mutakhir Kelas Menengah Indonesia

Data resmi menggambarkan besarnya kelompok yang berada di sekitar kelas menengah sekaligus
menunjukkan kerentanannya. BPS menyebut pada September 2024 penduduk kelas menengah sekitar
17,25 persen atau 48,41 juta jiwa, sedangkan kelompok menuju kelas menengah sekitar 49,29 persen
atau 138,31 juta jiwa. Kelompok rentan miskin masih sekitar 24,42 persen. Komposisi ini menunjukkan
bahwa piramida kesejahteraan Indonesia didominasi oleh penduduk yang telah keluar dari kemiskinan
tetapi belum memiliki bantalan ekonomi yang kuat. Dengan kata lain, keberhasilan pengurangan
kemiskinan belum otomatis menghasilkan kelas menengah yang luas dan kokoh.

Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Produk domestik bruto tumbuh sekitar
5,11 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia 2025 meningkat menjadi 75,90, dengan
perbaikan pada standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Namun indikator agregat tersebut perlu
dibaca bersama dengan kondisi pasar kerja. Bank Dunia menyoroti bahwa banyak pekerjaan baru
masih berada di sektor bernilai tambah rendah dan tidak membayar upah yang memadai untuk
menopang standar hidup kelas menengah. Antara 2018 dan 2024, upah riil dilaporkan menurun rata-
rata sekitar 1,1 persen per tahun. Ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak
selalu diterjemahkan menjadi rasa aman yang lebih tinggi bagi rumah tangga.

Perlambatan konsumsi kelas menengah adalah sinyal penting. Analisis Bank Dunia menunjukkan
bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok aspiring middle class sejak pandemi relatif lemah
dibandingkan kelompok miskin maupun kelompok teratas. Salah satu penyebabnya adalah stagnasi
produktivitas dan terbatasnya penciptaan pekerjaan dengan upah kelas menengah. Rumah tangga
menyesuaikan diri dengan ketidakpastian melalui penghematan, pengurangan belanja diskresioner,
dan penundaan pembelian besar. Strategi defensif ini rasional pada tingkat rumah tangga, tetapi jika
terjadi secara luas dapat memperlemah permintaan domestik dan memperlambat ekspansi bisnis.

Pada saat yang sama, transformasi digital berkembang sangat cepat. Laporan e-Conomy SEA 2025
memperkirakan ekonomi digital Indonesia mencapai gross merchandise value sekitar 99 miliar dolar
AS pada 2025, mendekati tonggak 100 miliar dolar AS. Bank Indonesia mencatat volume transaksi
pembayaran digital 2025 telah mencapai puluhan miliar transaksi. Perkembangan ini menandai
perubahan mendasar dalam pola konsumsi, pembayaran, pemasaran, investasi, dan pekerjaan. Kelas
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menengah adalah pengguna utama layanan tersebut karena memiliki perangkat, rekening atau dompet
digital, serta intensitas konsumsi daring yang tinggi.

Potret mutakhir tersebut memperlihatkan dua Indonesia yang berjalan bersamaan. Indonesia
pertama adalah ekonomiyang semakin terhubung, digital, dan modern. Indonesia kedua adalah rumah
tangga yang masih berjuang menyeimbangkan biaya hidup, pendapatan, cicilan, dan ketidakpastian
kerja. Tantangan kebijakan terletak pada bagaimana memastikan modernisasi ekonomi menguatkan,
bukan mengikis, fondasi kelas menengah. Jika produktivitas digital meningkat tetapi manfaatnya
terkonsentrasi pada pemilik modal dan platform, maka transformasi digital dapat memperlebar jarak.
Sebaliknya, jika digitalisasi disertai peningkatan keterampilan, persaingan sehat, dan perlindungan
sosial, ia dapat menjadi kendaraan mobilitas sosial baru.

4. Tekanan Daya Beli dan Biaya Hidup

Tekanan ekonomi yang dirasakan kelas menengah tidak selalu tercermin secara penuh dalam
inflasi umum. Indeks harga konsumen adalah rata-rata keranjang konsumsi, sementara pengalaman
biaya hidup sangat ditentukan oleh jenis kebutuhan rumah tangga. Keluarga dengan anak sekolah
menghadapi biaya pendidikan; pekerja urban menghadapi ongkos transportasi dan sewa; keluarga
muda menghadapi harga rumah; dan rumah tangga dengan anggota lanjut usia menghadapi biaya
kesehatan. Karena beberapa pengeluaran tersebut bersifat sulit dikurangi, kenaikannya dapat
menggerus ruang konsumsi lain meskipun inflasi headline relatif terkendali.

Salah satu ciri khas tekanan kelas menengah adalah munculnya fenomena squeezed middle:
pendapatan mereka terlalu tinggi untuk menerima banyak bentuk bantuan sosial yang ditujukan bagi
kelompok miskin, tetapi belum cukup tinggi untuk dengan mudah menyerap kenaikan harga layanan
dasar. Mereka membayar pajak langsung dan tidak langsung, iuran jaminan sosial, biaya pendidikan,
perumahan, dan transportasi, namun sering merasa manfaat publik yang diterima belum sebanding.
Ketika kualitas layanan publik dianggap tidak memadai, rumah tangga memilih layanan swasta,
sehingga terjadi pembayaran ganda: membiayai negara melalui pajak sekaligus membeli layanan
pendidikan, kesehatan, keamanan, atau transportasi secara privat.

Biaya perumahan menjadi salah satu sumber tekanan terbesar, terutama di kawasan
metropolitan. Pertumbuhan harga tanah dan rumah di lokasi yang dekat dengan pusat pekerjaan
membuat generasi muda harus memilih antara tinggal jauh dengan biaya perjalanan tinggi atau
menyewa lebih dekat dengan harga mahal. Ketika rasio harga rumah terhadap pendapatan meningkat,
kepemilikan rumah bergeser dari instrumen mobilitas sosial menjadi aspirasi yang semakin sulit.
Akibatnya, pembentukan aset kelas menengah tertunda. Ini penting karena rumah bukan hanya tempat
tinggal, tetapi juga aset terbesar bagi banyak keluarga dan sumber jaminan ekonomi antar-generasi.

Tekanan daya beli juga berhubungan dengan perubahan struktur konsumsi. Kelas menengah
modern mengalokasikan proporsi yang semakin besar untuk layanan digital, konektivitas, pendidikan
tambahan, transportasi, rekreasi, dan kesehatan preventif. Sebagian pengeluaran tersebut
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas, tetapi juga menciptakan komitmen bulanan baru:
langganan internet, cloud, aplikasi, streaming, cicilan perangkat, dan layanan keuangan. Ekonomi
langganan membuat pengeluaran terasa kecil per transaksi, tetapi jika diakumulasi dapat menjadi
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beban signifikan. Literasi keuangan yang tidak memadai dapat membuat rumah tangga meremehkan
total kewajiban.

Dari perspektif kebijakan, menjaga daya beli kelas menengah tidak berarti memberikan subsidi
universal yang mahal. Strategi yang lebih efektif adalah menurunkan biaya struktural kehidupan:
transportasi publik yang baik, perumahan terjangkau, pendidikan dan kesehatan berkualitas, kompetisi
ritel yang sehat, pasar energi yang efisien, dan perlindungan konsumen. Ketika negara mampu
menyediakan public goods yang baik, pendapatan disposable efektif rumah tangga meningkat tanpa
harus menaikkan transfer tunai secara permanen. Inilah hubungan penting antara kualitas tata kelola
dan ketahanan kelas menengah.

5. Pekerjaan, Upah Riil, dan Krisis Pekerjaan Kelas Menengah

Fondasi terpenting kelas menengah adalah pekerjaan yang produktif dan relatif stabil. Kelas
menengah tidak dapat dibangun hanya melalui transfer, kredit konsumsi, atau kenaikan nilai aset. la
membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini
sekaligus menabung dan berinvestasi. Tantangan Indonesia adalah bahwa transformasi struktural dari
pekerjaan berproduktivitas rendah menuju pekerjaan bernilai tambah tinggi berjalan lebih lambat
daripada yang dibutuhkan oleh pertumbuhan angkatan kerja dan aspirasi pendidikan masyarakat.

Pekerjaan kelas menengah memiliki beberapa karakteristik: produktivitas cukup tinggi, upah riil
meningkat sejalan dengan produktivitas, kontrak kerja cukup stabil, terdapat perlindungan sosial,
peluang peningkatan keterampilan, dan jalur karier yang masuk akal. Banyak pekerjaan baru di sektor
informal atau jasa mikro memang penting untuk menyerap tenaga kerja, tetapi belum tentu memenuhi
karakteristik tersebut. Seseorang dapat bekerja penuh waktu namun tetap tidak memiliki kemampuan
menabung, membayar perumahan, atau menghadapi biaya kesehatan besar. Dalam kondisi sepertiitu,
status bekerja tidak identik dengan keamanan ekonomi.

Penurunan atau stagnasi upah riil menciptakan efek psikologis dan ekonomi yang besar. Ketika
nominal gaji naik tetapi harga perumahan, pendidikan, transportasi, dan makanan meningkat lebih
cepat, rumah tangga merasa tertinggal. Mereka dapat mempertahankan konsumsi melalui hutang,
mengurangi tabungan, atau menunda investasi jangka panjang. Jika berlangsung lama, ini menggerus
pembentukan kekayaan dan meningkatkan risiko turun kelas ketika terjadi guncangan. Dari perspektif
perusahaan, upah yang tidak sejalan dengan produktivitas juga dapat mengurangi motivasi,
meningkatkan turnover, dan memperlemah loyalitas organisasi.

Kualitas pekerjaan sangat terkait dengan struktur industri. Negara yang berhasil memperluas kelas
menengah umumnya memiliki kombinasi manufaktur bernilai tambah, jasa modern, sektor
profesional, inovasi, dan perusahaan menengah yang produktif. Indonesia memerlukan lebih banyak
perusahaan yang mampu naik kelas, mengadopsi teknologi, mengekspor, dan membayar upah lebih
baik. Oleh karena itu, kebijakan industri tidak cukup diukur dari nilai investasi atau ekspor;
keberhasilannya juga harus diukur dari kualitas pekerjaan yang tercipta, transfer keterampilan,
pengembangan pemasok domestik, dan kenaikan produktivitas tenaga kerja.
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Bagi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan, persoalan ini menuntut perubahan paradigma. Gelar
akademik tidak lagi otomatis menjamin pekerjaan kelas menengah. Kurikulum perlu menekankan
kemampuan analitis, literasi data, komunikasi, problem solving, kolaborasi, pemahaman bisnis, dan
kemampuan menggunakan Al secara produktif. Pada saat yang sama, perusahaan perlu
mengembangkan sistem reskilling dan internal mobility agar digitalisasi tidak sekadar menggantikan
pekerjaan, tetapi juga menaikkan kualitas peran manusia. Hubungan antara pendidikan, perusahaan,
dan kebijakan tenaga kerja harus dibangun sebagai ekosistem, bukan sebagai institusi yang berjalan
sendiri-sendiri.

6. Ketimpangan Aset dan Kesulitan Membangun Kekayaan

Perbedaan paling penting antara kelas menengah yang tangguh dan kelas menengah yang rapuh
adalah kepemilikan aset. Dua keluarga dengan pendapatan yang sama dapat memiliki prospek yang
sangat berbeda jika satu keluarga memiliki rumah, tabungan, investasi, dan dana pensiun sementara
keluarga lain memiliki hutang konsumtif. Karena itu, diskusi kelas menengah perlu bergeser dari
income mobility menuju wealth mobility. Pendapatan menentukan kemampuan hidup hari ini,
sedangkan aset menentukan kemampuan bertahan dan membangun masa depan.

Aset memainkan tiga fungsi. Pertama, sebagai bantalan ketika terjadi kehilangan pekerjaan atau
sakit. Kedua, sebagai modal untuk investasi pendidikan, usaha, atau perpindahan tempat tinggal.
Ketiga, sebagai mekanisme transfer antar-generasi. Keluarga yang memiliki rumah dapat membantu
anaknya mengurangi biaya hidup; keluarga yang memiliki tabungan pendidikan dapat membiayai
pendidikan tinggi tanpa hutang besar. Sebaliknya, keluarga tanpa aset dapat terjebak dalam siklus di
mana setiap guncangan memaksa mereka menjual barang, berhutang, atau mengurangi investasi pada
anak.

Masalah perumahan sangat penting dalam konteks ini. Jika harga rumah tumbuh jauh lebih cepat
dari pendapatan, generasi yang telah memiliki rumah memperoleh capital gain sementara generasi
baru menghadapi hambatan masuk yang lebih tinggi. Ketimpangan kekayaan lalu membesar bukan
hanya karena perbedaan kerja keras atau keterampilan, tetapi karena posisi awal dalam pasar aset.
Kebijakan perumahan yang baik karena itu bukan sekadar pembangunan unit fisik, melainkan
pengelolaan tata ruang, transportasi, pembiayaan, sewa yang layak, dan pencegahan spekulasi
berlebihan.

Akses terhadap instrumen investasi juga semakin penting. Digitalisasi pasar keuangan
memungkinkan kelas menengah membeli reksa dana, obligasi, saham, atau produk investasi lain
dengan nilai kecil. Ini merupakan kemajuan besar dalam inklusi keuangan. Namun kemudahan akses
tanpa literasi dapat meningkatkan risiko spekulasi, penipuan, dan investasi berdasarkan fear of missing
out. Platform yang dirancang untuk meningkatkan engagement dapat mendorong perilaku transaksi
berlebihan. Karena itu, literasi investasi harus mencakup konsep diversifikasi, risiko, imbal hasil riil,
biaya, horizon waktu, dan perlindungan konsumen.

Kebijakan memperkuat kelas menengah harus memasukkan agenda asset building. Bentuknya
dapat berupa tabungan pensiun yang lebih kuat, dukungan pembelian rumah pertama yang tepat
sasaran, instrumen investasi biaya rendah, akses pembiayaan usaha produktif, dan pendidikan
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keuangan sejak sekolah. Tujuannya bukan membuat semua orang menjadi investor spekulatif, tetapi
meningkatkan kapasitas rumah tangga membangun neraca keuangan yang sehat. Kelas menengah
yang memiliki aset akan lebih berani mengambil risiko produktif, lebih tahan terhadap resesi, dan lebih
mampu membiayai pendidikan generasi berikutnya.

7. Hutang Rumah Tangga, Paylater, dan Finansialisasi Kehidupan Sehari-hari
Ekspansi layanan keuangan digital telah memperluas akses kredit secara dramatis. Bagi kelas
menengah dan kelompok menuju kelas menengah, kredit dapat menjadi alat penting untuk membeli
rumah, kendaraan produktif, membiayai pendidikan, atau menjalankan usaha. Namun kredit juga
dapat menjadi mekanisme yang menutupi stagnasi pendapatan. Ketika rumah tangga menggunakan
hutang untuk mempertahankan standar konsumsi yang tidak lagi didukung oleh pertumbuhan
pendapatan, ketahanan finansial memburuk meskipun konsumsi jangka pendek terlihat stabil.

Layanan buy now pay later atau paylater memperjelas paradoks tersebut. Proses yang mudah dan
cepat menurunkan friksi transaksi, sehingga pembelian yang sebelumnya ditunda menjadi segera
dilakukan. Dari sudut pemasaran, ini meningkatkan conversion rate. Dari sudut perilaku konsumen,
kemudahan tersebut dapat mengaburkan biaya masa depan. Cicilan kecil dari banyak platform dapat
terakumulasi menjadi kewajiban bulanan yang besar. Risiko meningkat ketika konsumen menggunakan
kredit jangka pendek untuk kebutuhan rutin, bukan untuk investasi atau pembelian tahan lama.

Fenomena finansialisasi kehidupan sehari-hari berarti semakin banyak keputusan rumah tangga
dimediasi oleh produk keuangan: cicilan, kartu kredit, skor kredit, asuransi, investasi, dana pensiun,
dan aplikasi pinjaman. Ini tidak selalu negatif. Sistem keuangan yang baik membantu rumah tangga
meratakan konsumsi sepanjang siklus hidup. Masalah muncul jika desain produk tidak transparan,
bunga efektif sulit dipahami, pemasaran agresif, atau data konsumen digunakan untuk mendorong
hutang yang tidak sehat. Perlindungan konsumen digital karena itu harus menjadi bagian dari kebijakan
kelas menengah.

Manajemen keuangan rumah tangga perlu mengadopsi prinsip yang sama seperti manajemen
risiko perusahaan: mengidentifikasi eksposur, menetapkan batas leverage, membangun cadangan
likuiditas, dan menghindari konsentrasi risiko. Dana darurat beberapa bulan pengeluaran, proteksi
kesehatan, dan rasio cicilan yang wajar lebih penting daripada mengejar return investasi tinggi. Di era
digital, disiplin tersebut harus dilengkapi dengan keamanan akun, autentikasi berlapis, manajemen
password, dan kewaspadaan terhadap social engineering.

Bagi regulator dan industri, tujuan kebijakan tidak boleh hanya memperluas akses kredit, tetapi
memperluas akses kredit yang sehat. Data alternatif dan Al dapat meningkatkan penilaian risiko, tetapi
juga dapat menghasilkan diskriminasi algoritmik atau over-lending jika model hanya dioptimalkan
untuk pertumbuhan transaksi. Responsible lending perlu mengintegrasikan affordability assessment,
transparansi biaya, mekanisme pengaduan, perlindungan data, dan pengawasan model. Kelas
menengah yang terlilit hutang bukan fondasi ekonomi yang kuat; kelas menengah yang memiliki akses
pembiayaan produktif dan mampu mengelola risiko adalah fondasi tersebut.
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8. Transformasi Digital: Peluang Besar, Distribusi Manfaat yang Tidak
Otomatis

Transformasi digital telah mengubah ekonomi Indonesia lebih cepat daripada banyak transformasi
kelembagaan sebelumnya. Dalam satu dekade, jutaan konsumen berpindah ke perdagangan
elektronik, pembayaran digital, ride-hailing, layanan streaming, telemedicine, pembelajaran daring,
dan perbankan digital. Biaya transaksi menurun, pilihan produk meningkat, dan pasar geografis
menjadi lebih luas. Bagi kelas menengah, manfaat ini nyata: transaksi lebih cepat, harga lebih
transparan, akses layanan lebih fleksibel, dan waktu dapat digunakan lebih efisien.

Namun manfaat digitalisasi tidak otomatis terdistribusi merata. Nilai ekonomi dapat
terkonsentrasi pada perusahaan yang menguasai data, jaringan pengguna, infrastruktur cloud, dan
algoritma rekomendasi. Efek jaringan membuat platform terbesar semakin kuat karena setiap
pengguna baru meningkatkan nilai platform bagi pengguna lain. Jika persaingan lemah, pelaku usaha
kecil dapat menjadi sangat tergantung pada aturan platform, biaya komisi, sistem ranking, dan
perubahan algoritma. Dalam situasi ini, digitalisasi membuka pasar sekaligus menciptakan bentuk
ketergantungan baru.

Kelas menengah berada di dua sisi platform economy. Sebagai konsumen, mereka menikmati
kenyamanan dan harga kompetitif. Sebagai pekerja atau produsen, mereka dapat menghadapi tekanan
margin dan ketidakpastian. Pengemudi, seller online, pekerja kreatif, freelancer, dan pemilik usaha
rumahan bergantung pada rating, traffic, dan kebijakan platform. Mereka sering disebut wirausaha
digital, tetapi tingkat kontrol terhadap harga dan pelanggan bisa terbatas. Ini menuntut definisi baru
mengenai perlindungan kerja dan fairness dalam ekonomi platform.

Transformasi digital juga mengubah geografi kesempatan. Pekerjaan jarak jauh memungkinkan
talenta di luar Jakarta bekerja untuk perusahaan nasional atau global. UMKM daerah dapat menjual
secara hasional. Pendidikan daring dapat mengurangi hambatan lokasi. Namun manfaat ini
mensyaratkan konektivitas berkualitas, perangkat yang memadai, kompetensi digital, dan kemampuan
bahasa. Kesenjangan tidak lagi hanya antara terhubung dan tidak terhubung, tetapi antara penggunaan
internet untuk konsumsi hiburan dan penggunaan internet untuk produktivitas, pembelajaran, dan
penciptaan pendapatan.

Karena itu, agenda transformasi digital untuk kelas menengah harus bergerak dari digital access
menuju digital capability. Infrastruktur tetap penting, tetapi tidak cukup. Masyarakat perlu mampu
mengelola data, menggunakan Al, memahamikeamanan siber, membangun portofolio digital, menjual
secara daring, dan berpartisipasi dalam ekonomi pengetahuan. Keberhasilan digitalisasi seharusnya
diukur tidak hanya dari jumlah transaksi atau GMV, tetapi dari peningkatan produktivitas, kualitas
pekerjaan, pendapatan riil, dan perluasan peluang mobilitas sosial.

9. Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Pekerjaan Kelas Menengah

Kecerdasan artifisial generatif mempercepat perubahan yang sebelumnya berlangsung melalui
otomasi tradisional. Pekerjaan yang terdampak bukan hanya pekerjaan manual rutin, tetapi juga tugas
kognitif: menulis ringkasan, menganalisis dokumen, menyusun presentasi, menerjemahkan, membuat
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kode, melayani pelanggan, melakukan riset awal, dan mengelola administrasi. Banyak fungsi tersebut
dikerjakan oleh pekerja kelas menengah. Karena itu, Al dapat menjadi teknologi yang meningkatkan
produktivitas mereka atau justru mengurangi nilai ekonominya, tergantung pada desain organisasi dan
kemampuan pekerja beradaptasi.

Perbedaan penting harus dibuat antara automation dan augmentation. Automation menggantikan
tugas manusia; augmentation memperbesar kemampuan manusia. Dalam banyak pekerjaan
profesional, Al lebih tepat digunakan sebagai copilot: mempercepat pencarian, membuat draf,
menemukan pola, dan menangani tugas rutin sehingga manusia dapat fokus pada judgment, empati,
strategi, negosiasi, dan tanggung jawab. Organisasi yang mengejar pengurangan tenaga kerja tanpa
redesign pekerjaan mungkin memperoleh penghematan jangka pendek tetapi kehilangan knowledge,
trust, dan kapasitas inovasi.

Dampak Al juga tidak merata dalam kelas menengah. Pekerja dengan pendidikan tinggi tetapitugas
rutin dapat lebih rentan daripada teknisi yang memiliki pengetahuan kontekstual dan keterampilan
fisik. Pekerja yang mampu menggunakan Al secara efektif dapat menjadi lebih produktif dan
memperoleh premium upah, sementara pekerja yang tidak memiliki akses atau keterampilan dapat
tertinggal. Ini dapat menciptakan digital skill polarization di dalam kelas menengah sendiri. Pendidikan
berkelanjutan karena itu menjadi mekanisme utama untuk mencegah pemisahan antara Al-
complemented workers dan Al-displaced workers.

Institusi pendidikan harus merespons dengan mengubah tujuan pembelajaran. Mahasiswa tidak
cukup dilatih menghasilkan jawaban yang dapat dibuat Al. Mereka harus mampu merumuskan
masalah, mengevaluasi bukti, memeriksa bias, mengintegrasikan berbagai disiplin, dan
mempertanggungjawabkan keputusan. Kemampuan bertanya menjadi sama pentingnya dengan
kemampuan menjawab. Di bidang manajemen, mahasiswa perlu memahami bagaimana Al mengubah
strategy, marketing, finance, HR, operations, governance, dan ethics. Literasi Al harus menjadi literasi
manajerial dasar.

Kebijakan Al yang pro-kelas menengah perlu mendorong difusi teknologi ke perusahaan menengah
dan UMKM, bukan hanya perusahaan besar. Jika hanya korporasi besar yang mampu membeli model,
data, komputasi, dan talenta, maka kesenjangan produktivitas akan melebar. Dukungan cloud,
pelatihan, sandbox, open standards, dan layanan Al terjangkau dapat membantu usaha kecil
mengadopsi teknologi. Pada saat yang sama, regulasi harus menjaga privasi, fairness, keamanan, dan
hak pekerja agar produktivitas tidak dibangun melalui pengawasan berlebihan atau keputusan
algoritmik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. UMKM Digital dan Kelas Menengah Pengusaha

Sebagian kelas menengah Indonesia dibangun melalui kewirausahaan, bukan hanya pekerjaan
bergaji. UMKM menyediakan lapangan kerja dan menjadi jalur mobilitas sosial bagi keluarga yang
mampu mengubah keterampilan, jaringan, dan modal kecil menjadi usaha produktif. Digitalisasi
membuka peluang besar bagi kelompok ini: pemasaran melalui media sosial, e-commerce,
pembayaran digital, software akuntansi, logistik, dan iklan berbasis data telah menurunkan biaya
masuk ke pasar.
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Namun digitalisasi UMKM sering berhenti pada tahap presence, bukan productivity. Banyak usaha
sudah memiliki akun media sosial atau marketplace tetapi belum mengintegrasikan data penjualan,
manajemen inventori, customer relationship management, perencanaan cash flow, dan analitik.
Akibatnya, teknologi meningkatkan transaksi tetapi belum tentu meningkatkan margin. Tantangan
berikutnya adalah digital deepening: penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses,
forecasting, kualitas layanan, dan inovasi produk.

Ketergantungan pada platform juga menimbulkan risiko. Perubahan algoritma, biaya iklan, komisi,
atau kebijakan promosi dapat mengubah profitabilitas dalam waktu singkat. UMKM perlu membangun
aset digital yang mereka kontrol sendiri, seperti database pelanggan, brand, komunitas, dan kanal
komunikasi langsung. Strategi omnichannel menjadi penting: platform digunakan untuk akuisisi dan
skala, tetapi hubungan pelanggan tidak sepenuhnya diserahkan kepada platform.

Akses pembiayaan adalah hambatan lain. Banyak UMKM memiliki cash flow tetapi tidak memiliki
collateral atau laporan keuangan formal. Fintech dan alternative credit scoring dapat membantu, tetapi
pembiayaan harus disertai peningkatan kapasitas manajerial. Kredit tanpa kemampuan mengelola
margin dan arus kas hanya memperbesar risiko. Program pengembangan UMKM karena itu perlu
menggabungkan modal, mentoring, adopsi teknologi, akses pasar, dan standardisasi kualitas.

Kelas menengah pengusaha yang kuat dapat menjadi jembatan antara ekonomi rakyat dan
ekonomi modern. Perusahaan menengah lokal memiliki peran penting karena mereka mampu
menyerap tenaga kerja lebih terampil, menjadi pemasok industri besar, dan berinovasi lebih cepat
daripada usaha mikro. Indonesia membutuhkan lebih banyak usaha yang melakukan scale-up dari
mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan menengah ke perusahaan nasional. Mobilitas perusahaan
tersebut sama pentingnya dengan mobilitas individu dalam memperluas kelas menengah.

11. Pendidikan, Keterampilan, dan Risiko Credential Inflation

Pendidikan telah lama menjadi tangga utama mobilitas kelas menengah. Keluarga berinvestasi
besar pada sekolah dan perguruan tinggi karena percaya bahwa pendidikan menghasilkan pekerjaan
lebih baik. Kepercayaan tersebut tetap relevan, tetapi hubungan antara gelar dan pendapatan menjadi
lebih kompleks. Ketika jumlah lulusan meningkat lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan
berketerampilan tinggi, terjadi credential inflation: pekerjaan yang dulu tidak memerlukan gelar mulai
meminta gelar, tetapi upahnya tidak meningkat sebanding.

Masalah ini menciptakan tekanan ganda. Keluarga membayar biaya pendidikan yang tinggi,
sementara lulusan menghadapi masa tunggu kerja, mismatch, atau pekerjaan yang tidak menggunakan
kompetensinya. Return on education kemudian menurun. Solusinya bukan mengurangi akses
pendidikan, melainkan meningkatkan relevansi, kualitas, dan diferensiasi. Pendidikan tinggi harus
menghasilkan capability yang sulit digantikan oleh otomatisasi: critical thinking, domain expertise,
leadership, communication, research literacy, creativity, dan ethical judgment.

Model pendidikan sekali seumur hidup juga tidak lagi memadai. Karier modern dapat berlangsung
empat dekade sementara siklus teknologi semakin pendek. Kelas menengah membutuhkan lifelong
learning melalui microcredentials, short courses, professional certification, dan learning on the job.
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Pemerintah, kampus, dan perusahaan perlu berbagi tanggung jawab pembiayaan. Jika seluruh biaya
reskilling dibebankan pada individu, pekerja berpendapatan lebih rendah akan kesulitan mengikuti
perubahan dan kesenjangan keterampilan semakin besar.

Transformasi digital memungkinkan personalisasi pembelajaran, tetapi juga menimbulkan
persoalan kualitas. Banyak kursus daring menawarkan sertifikat tanpa jaminan kompetensi. Karena itu,
sistem kredensial perlu beralih dari attendance-based menuju competency-based. Portofolio, project,
assessment autentik, dan demonstrasi kemampuan harus menjadi bagian penting. Aldapat membantu
tutor personal dan feedback, tetapi dosen tetap penting untuk membangun reasoning, integritas,
konteks, dan komunitas akademik.

Bagi keluarga kelas menengah, investasi pendidikan anak sering menjadi pengeluaran terbesar
setelah perumahan. Kebijakan pendidikan publik berkualitas karena itu merupakan kebijakan kelas
menengah yang sangat kuat. Ketika sekolah negeri dan perguruan tinggi publik mampu menyediakan
kualitas tinggi, keluarga tidak perlu mengalokasikan porsi pendapatan berlebihan ke layanan privat.
Secara tidak langsung, public education yang baik meningkatkan disposable income dan mengurangi
ketimpangan kesempatan antar-generasi.

12. Perumahan, Kota, dan Geografi Kelas Menengah

Kelas menengah Indonesia semakin urban. Pekerjaan profesional, jasa, pendidikan, dan industri
terkonsentrasi di kota dan kawasan metropolitan. Urbanisasi menciptakan aglomerasi produktif, tetapi
juga menaikkan biaya tanah dan perjalanan. Tantangan utama adalah mismatch antara lokasi hunian
terjangkau dan lokasi pekerjaan produktif. Banyak rumah tangga membeli rumah di pinggiran, lalu
menghabiskan waktu berjam-jam untuk komuter. Biaya transportasi dan waktu tersebut adalah pajak
tersembunyi atas kehidupan kelas menengah.

Kualitas kota memengaruhi produktivitas rumah tangga. Transportasi publik yang andal
mengurangi kebutuhan memiliki kendaraan kedua. Taman dan ruang publik mengurangi kebutuhan
membayar rekreasi privat. Sekolah dan fasilitas kesehatan yang tersebar mengurangi biaya perjalanan.
Kota yang walkable mengurangi beban kesehatan dan energi. Dengan demikian, urban planning bukan
hanya isu tata ruang, tetapi kebijakan kesejahteraan kelas menengah.

Perumahan juga terkait dengan fleksibilitas pasar kerja. Jika seseorang terikat cicilan rumah jauh
dari pusat pekerjaan, ia lebih sulit berpindah kerja. Pasar sewa yang sehat dapat memberikan
mobilitas, terutama bagi generasi muda. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada ownership dapat
mengabaikan kebutuhan rental housing berkualitas. Negara perlu melihat housing continuum: sewa
terjangkau, rumah pertama, pembiayaan jangka panjang, dan perumahan bagi lansia.

Digitalisasi pekerjaan dapat mengubah geografi ini. Remote dan hybrid work memungkinkan
sebagian profesional tinggal di kota sekunder dengan biaya lebih rendah. Jika didukung broadband
cepat, transportasi, sekolah, rumah sakit, dan ruang kerja, kota-kota menengah dapat menjadi pusat
pertumbuhan baru. Ini dapat mengurangi tekanan Jakarta dan mendorong distribusi kesempatan.
Namun tanpa investasi publik, remote work hanya menguntungkan kelompok yang sudah memiliki
pekerjaan digital dan fasilitas rumah yang baik.
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Agenda kelas menengah karena itu harus memasukkan strategi kota. Pertumbuhan kelas
menengah yang sehat membutuhkan perumahan dekat kesempatan, mobilitas murah, lingkungan
aman, dan layanan publik berkualitas. Jika biaya aglomerasi terlalu tinggi, tambahan pendapatan
nominal akan habis untuk sewa dan transportasi. Produktivitas nasional dapat meningkat, tetapi
kesejahteraan rumah tangga stagnan. Mengelola kota dengan baik adalah salah satu cara paling
langsung mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup.

13. Kesehatan, Risiko Katastropik, dan Ketahanan Rumah Tangga

Satu episode penyakit berat dapat mengubah status ekonomi keluarga. Walaupun Indonesia
memiliki sistem Jaminan Kesehatan Nasional, rumah tangga tetap menghadapi biaya langsung maupun
tidak langsung: obat tertentu, transportasi, kehilangan pendapatan, caregiving, dan kebutuhan layanan
tambahan. Bagi kelas menengah yang tidak memenuhi syarat bantuan tetapi belum memiliki aset
besar, risiko kesehatan dapat menguras tabungan dalam waktu singkat.

Kesehatan juga berkaitan dengan produktivitas. Penyakit kronis, stres, kurang tidur, dan kesehatan
mental memengaruhi kemampuan bekerja. Kehidupan urban dan digital dapat memperburuk
sedentary lifestyle serta beban psikologis. Perusahaan sering melihat kesehatan sebagai benefit,
padahal sebenarnya merupakan investasi produktivitas. Program preventive health, flexible work, dan
dukungan kesehatan mental dapat menurunkan absenteeism dan presenteeism.

Kelas menengah cenderung menggunakan kombinasi layanan publik dan swasta. Ini menciptakan
peluang industri kesehatan, tetapi juga risiko medical inflation. Jika biaya kesehatan tumbuh lebih
cepat dari pendapatan, rumah tangga akan meningkatkan premi asuransi atau menanggung out-of-
pocket spending yang lebih besar. Transparansi harga, standar mutu, digital health records, dan
kompetisi sehat diperlukan agar sektor kesehatan tidak menjadi sumber erosi daya beli.

Transformasi digital menawarkan manfaat melalui telemedicine, e-pharmacy, wearable devices,
dan Al-assisted diagnosis. Namun teknologi juga membawa risiko privasi data kesehatan dan
overdiagnosis. Informasi kesehatan merupakan data sensitif yang dapat disalahgunakan untuk
diskriminasi harga atau asuransi. Tata kelola data karena itu harus menjadi bagian integral dari
ekosistem kesehatan digital.

Kebijakan ketahanan kelas menengah harus memandang kesehatan sebagai risiko ekonomi
makro. Rumah tangga yang terlindungi lebih berani menabung untuk pendidikan dan investasi, bukan
menumpuk cash karena takut pada biaya medis. Universal health coverage yang berkualitas bukan
hanya kebijakan sosial; ia meningkatkan risk-taking produktif, mobilitas pekerjaan, dan entrepreneurial
activity. Dengan demikian, sistem kesehatan yang kuat membantu menciptakan kelas menengah yang
lebih dinamis.

14. Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah yang Dinamis

Sistem perlindungan sosial Indonesia secara historis berfokus pada pengurangan kemiskinan, dan
hal itu tetap penting. Namun struktur ekonomi yang semakin dinamis memerlukan perlindungan yang
dapat merespons risiko turun kelas. Seorang pekerja formal yang kehilangan pekerjaan dapat
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mengalami penurunan pendapatan yang besar sebelum memenuhi kriteria bantuan. Seorang
pengusaha kecil dapat kehilangan omzet karena guncangan digital atau bencana. Sistem yang hanya
melihat status miskin saat ini dapat terlambat merespons perubahan.

Konsep adaptive social protection relevan karena menggabungkan bantuan sosial, asuransi sosial,
pasar kerja, dan sistem data. Tujuannya bukan membuat kelas menengah bergantung pada transfer,
melainkan mencegah guncangan sementara menjadi kemiskinan permanen. Unemployment
insurance, reskilling support, portable benefits, dan bantuan sementara dapat membantu pekerja
bertransisi tanpa kehilangan seluruh aset dan kemampuan konsumsi.

Perubahan pola kerja juga menuntut portabilitas manfaat. Banyak pekerja berpindah antara
formal, freelance, platform, dan usaha mandiri. Jika jaminan kesehatan, pensiun, dan perlindungan
kerja melekat hanya pada satu perusahaan, pekerja kehilangan keamanan ketika berpindah. Sistem
masa depan perlu mengikuti individu, bukan semata hubungan kerja. Teknologi digital memungkinkan
pencatatan kontribusi dan hak secara lebih fleksibel.

Data sosial ekonomi menjadi kunci, tetapi harus dikelola secara hati-hati. Integrasi data dapat
meningkatkan ketepatan sasaran, namun juga menciptakan risiko privasi dan exclusion error jika
algoritma salah. Warga harus memiliki hak untuk mengetahui dasar keputusan, memperbaiki data, dan
mengajukan keberatan. Digital welfare state harus accountable, bukan sekadar efisien.

Secara fiskal, perlu keseimbangan antara universalism dan targeting. Layanan dasar seperti
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur digital memiliki manfaat luas dan dapat bersifat
universal. Transfer tunai lebih tepat ditargetkan pada kelompok yang membutuhkan. Bagi kelas
menengah, kualitas layanan publik universal sering lebih berharga daripada subsidi konsumsi. Negara
yang menyediakan public goods bermutu pada dasarnya meningkatkan pendapatan riil seluruh rumah
tangga sekaligus memperkecil kebutuhan mereka membeli layanan privat.

15. Konsumsi, Aspirasi, dan Psikologi Ekonomi Kelas Menengah

Kelas menengah bukan hanya kategori ekonomi, tetapijuga kategori aspirasi. Keputusan konsumsi
mencerminkan identitas, status, dan harapan. Pendidikan anak, rumah, kendaraan, perjalanan,
gadget, dan pengalaman sering dipandang sebagai simbol keberhasilan. Aspirasi ini mendorong
permintaan dan inovasi, tetapi juga dapat menciptakan tekanan sosial ketika standar hidup yang
dianggap normal naik lebih cepat daripada pendapatan.

Media sosial memperkuat mekanisme perbandingan sosial. Individu membandingkan kehidupan
sehari-hari dengan curated highlights orang lain. Hal ini dapat menghasilkan perceived deprivation
bahkan ketika pendapatan absolut meningkat. Fenomena lifestyle inflation terjadi ketika kenaikan
pendapatan langsung diikuti kenaikan standar konsumsi sehingga kemampuan menabung tidak
membaik. Bagi kelas menengah yang sedang membangun aset, kontrol terhadap lifestyle inflation
sangat penting.

Perusahaan memanfaatkan data untuk melakukan personalisasi pemasaran. Algoritma mampu
memprediksi preferensi, waktu pembelian, dan kerentanan terhadap promosi. Personalisasi
meningkatkan relevansi, tetapi juga dapat mendorong konsumsi impulsif. Dark patterns, countdown
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timers, gamification, dan hyper-targeted credit dapat menggeser keputusan konsumen. Etika
pemasaran digital karena itu menjadi isu kelas menengah, bukan hanya isu privasi.

Kepercayaan konsumen juga sangat sensitif terhadap narasi ekonomi. Rumah tangga dapat
mengurangi konsumsi bukan karena pendapatannya sudah turun, tetapi karena khawatir akan masa
depan. Ekspektasi terhadap pekerjaan, suku bunga, harga rumah, dan biaya pendidikan memengaruhi
propensity to consume. Oleh sebab itu, kredibilitas kebijakan dan komunikasi pemerintah memiliki
dampak ekonomi nyata. Ketidakpastian regulasi atau kebijakan yang berubah-ubah dapat memicu
precautionary saving.

Pendidikan finansial harus membantu masyarakat membedakan antara kesejahteraan dan display
of wealth. Kelas menengah yang sehat adalah kelas menengah yang mampu mengonsumsi secara
bermartabat sambil membangun aset, bukan yang terlihat makmur tetapi memiliki neraca rapuh.
Budaya keuangan yang menekankan dana darurat, investasi jangka panjang, dan pengelolaan hutang
dapat menjadi salah satu fondasi ketahanan sosial.

16. Generasi Muda, Sandwich Generation, dan Mobilitas Antar-Generasi

Generasi muda Indonesia memasuki kelas menengah dalam kondisi yang berbeda dari generasi
orang tuanya. Mereka umumnya lebih terdidik, lebih digital, dan memiliki akses informasi lebih luas.
Namun mereka juga menghadapi harga rumah lebih tinggi, pasar kerja lebih fleksibel, kompetisi global,
dan perubahan teknologi yang cepat. Akibatnya, indikator gaya hidup digital dapat memberi kesan
kemakmuran, sementara indikator kekayaan seperti kepemilikan rumah dan tabungan menunjukkan
kemajuan yang lebih lambat.

Fenomena sandwich generation menambah tekanan. Banyak pekerja usia produktif menanggung
anak sekaligus orang tua yang belum memiliki pensiun memadai. Beban ini mengurangi kemampuan
menabung untuk masa tua mereka sendiri. Jika tidak ada intervensi, risiko dapat diwariskan: generasi
yang menopang orang tua tanpa pensiun kemudian memasuki usia tua dengan tabungan tidak cukup,
sehingga bergantung pada anaknya. Sistem pensiun yang luas dan berkelanjutan sangat penting untuk
memutus siklus tersebut.

Mobilitas antar-generasi bergantung pada kualitas layanan publik dan distribusi aset. Anak dari
keluarga kaya mendapatkan keuntungan dari sekolah berkualitas, jaringan, lingkungan aman, modal
usaha, dan warisan. Anak dari kelas menengah rapuh mungkin memiliki pendidikan baik tetapi tidak
memiliki buffer untuk mengambil magang tidak berbayar, pindah kota, atau memulai usaha.
Ketimpangan kesempatan dapat bertahan meskipun akses pendidikan formal meluas.

Transformasi digital dapat memperlebar atau mempersempit gap ini. Platform belajar gratis dan Al
tutor dapat membuka akses pengetahuan, tetapi hasilnya bergantung pada kemampuan dasar,
perangkat, lingkungan belajar, dan pendampingan. Mereka yang sudah memiliki cultural capital dapat
memanfaatkan teknologi lebih efektif. Karena itu, digital inclusion harus memperhatikan kualitas
penggunaan, bukan sekadar akses.

Kebijakan yang pro-mobilitas generasi muda perlu menggabungkan housing affordability, student
finance yang sehat, pasar kerja entry-level, apprenticeship, kewirausahaan, dan portability benefits.
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Tujuannya adalah memberi generasi muda kesempatan membangun aset lebih awal. Jika fase awal
karier dihabiskan untuk membayar sewa mahal, hutang pendidikan, dan biaya keluarga tanpa ruang
menabung, kelas menengah masa depan akan lebih rapuh meskipun pendidikan dan teknologi
meningkat.

17. Kelas Menengah, Demokrasi, dan Ekonomi Politik

Literatur ekonomi politik sering menghubungkan kelas menengah dengan demokrasi karena
kelompok ini memiliki sumber daya, pendidikan, dan kepentingan terhadap kepastian hukum. Namun
hubungan tersebut tidak otomatis. Kelas menengah dapat mendukung rule of law dan akuntabilitas,
tetapi ketika merasa terancam secara ekonomi dapat pula lebih mengutamakan stabilitas jangka
pendek. Karena itu, kesehatan demokrasi berkaitan dengan rasa aman ekonomi dan keyakinan bahwa
mobilitas sosial masih mungkin.

Kelas menengah memiliki kepentingan besar terhadap kualitas layanan publik karena mereka
membayar pajak dan berinteraksi intensif dengan birokrasi. Pengalaman buruk dalam perizinan,
pendidikan, kesehatan, atau transportasi dapat mengikis trust. Jika mereka merasa pajak tidak
menghasilkan layanan berkualitas, willingness to pay dapat menurun. Fiscal contract antara negara
dan warga bergantung pada persepsifairness: siapa membayar, siapa mendapat manfaat, dan apakah
aturan diterapkan setara.

Ekonomi politik kelas menengah juga berkaitan dengan persaingan usaha. Jika pasar didominasi
oleh kelompok besar yang memiliki akses regulasi lebih kuat, UMKM dan profesional independen sulit
naik kelas. Konsentrasi ekonomi dapat mengurangi peluang entrepreneurship dan wage growth. Karena
itu, competition policy bukan isu teknis semata; ia merupakan kebijakan mobilitas kelas menengah.
Pasar yang terbuka dan adil memungkinkan usaha baru masuk, inovasi muncul, dan pekerja memiliki
lebih banyak pilihan pemberi kerja.

Digital platforms menambah dimensi baru pada kekuasaan ekonomi. Mereka dapat memengaruhi
visibilitas produk, akses pelanggan, dan informasi publik. Tata kelola platform perlu menyeimbangkan
inovasi dengan contestability, interoperability, dan perlindungan pengguna. Tanpa aturan yang baik,
kelas menengah dapat menjadi sangat tergantung pada segelintir gatekeeper digital.

Kelas menengah yang kuat karena itu berhubungan dengan institusi yang kuat. Rule of law,
transparansi, persaingan sehat, dan layanan publik berkualitas tidak hanya mendukung investasi
besar; semuanya membentuk lingkungan di mana jutaan rumah tangga dapat merencanakan masa
depan. Ketika aturan dapat diprediksi dan kesempatan tidak terlalu ditentukan oleh koneksi, kelas
menengah lebih mungkin berinvestasi, berwirausaha, dan mendukung sistem demokratis.

18. Strategi Perusahaan Menghadapi Konsumen Kelas Menengah yang

Tertekan

Perusahaan perlu memahami bahwa konsumen kelas menengah Indonesia sedang mengalami
value recalibration. Mereka tidak berhenti mengonsumsi, tetapi semakin selektif. Value for money,
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durability, convenience, dan total cost of ownership menjadi lebih penting. Merek yang hanya
mengandalkan citra premium tanpa memberikan manfaat nyata dapat kehilangan konsumen.
Sebaliknya, perusahaan yang membantu konsumen menghemat waktu, biaya, atau risiko dapat tetap
tumbuh.

Fenomena trading down tidak selalu berarti memilih produk termurah. Konsumen dapat beralih
dari merek premium ke mid-tier, membeli ukuran lebih kecil, memilih private label, atau mengurangi
frekuensi. Data transaksi perlu dibaca secara granular agar perusahaan tidak salah menyimpulkan.
Penurunan average basket dapat berasal dari tekanan daya beli, perubahan channel, atau pergeseran
ke promosi. Strategi harga harus menjaga affordability tanpa merusak brand equity.

Digitalisasi memungkinkan perusahaan melakukan personalisasi, tetapi harus digunakan untuk
membangun trust. Transparansi biaya, perlindungan data, layanan pelanggan manusia ketika
diperlukan, dan desain produk yang tidak manipulatif akan menjadi pembeda. Konsumen yang tertekan
lebih sensitif terhadap hidden fees dan pengalaman buruk. Kepercayaan dapat menjadi aset strategis
yang lebih penting daripada diskon jangka pendek.

Bagi perusahaan sebagai pemberi kerja, strategi terhadap kelas menengah tidak dapat dipisahkan
dari strategi talent. Karyawan juga konsumen yang menghadapi biaya hidup. Total rewards perlu
memperhatikan upah, kesehatan, fleksibilitas, pembelajaran, pensiun, dan dukungan keluarga.
Program reskilling harus terkait dengan jalur karier nyata. Jika Al meningkatkan produktivitas, sebagian
gain seharusnya diterjemahkan menjadi upah, waktu yang lebih fleksibel, atau kesempatan
pengembangan.

Perusahaan yang memahamitekanan kelas menengah dapat membangun shared value. Misalnya,
bank dapat menawarkan alat budgeting dan kredit sehat; developer dapat merancang hunian
terhubung transportasi; edtech dapat menghubungkan kursus dengan outcome pekerjaan; healthtech
dapat menekan biaya preventif; dan platform dapat memberi merchant data yang membantu
meningkatkan margin. Strategi bisnis terbaik tidak hanya menjual kepada kelas menengah, tetapi ikut
memperkuat kemampuan mereka menghasilkan dan mempertahankan nilai.

19. Agenda Kebijakan: Membangun Kelas Menengah yang Tangguh

Agenda pertama adalah menciptakan pekerjaan produktif. Ini memerlukan iklim investasi yang
kompetitif, regulasi yang konsisten, logistik efisien, energi andal, dan pengembangan sektor bernilai
tambah. Kebijakan industri harus dinilai berdasarkan productivity spillovers dan middle-class jobs,
bukan hanya nilai proyek. Keterkaitan dengan pemasok domestik, pengembangan talenta, dan ekspor
bernilai tambah harus menjadi indikator utama.

Agenda kedua adalah menurunkan biaya struktural kehidupan melalui public services.
Perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, air, energi, dan konektivitas digital menentukan
disposable income nyata. Kebijakan yang meningkatkan kualitas layanan publik dapat memperkuat
kelas menengah tanpa subsidi konsumsiyang tidak berkelanjutan. Desain kota dan transportasi sangat
penting karena biaya komuter adalah komponen besar yang sering tidak terlihat dalam statistik
kesejahteraan.
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Agenda ketiga adalah membangun asset ownership dan social insurance. Sistem pensiun perlu
diperluas, tabungan jangka panjang dibuat lebih mudah, pembiayaan rumah pertama harus tepat
sasaran, dan produk investasi harus aman serta transparan. Perlindungan pengangguran, reskilling,
dan manfaat portabel perlu diperkuat untuk ekonomi yang semakin fleksibel. Tujuannya adalah
membuat rumah tangga mampu mengambil risiko produktif tanpa takut jatuh ke kemiskinan ketika
terjadi guncangan.

Agenda keempat adalah menjadikan digitalisasi dan Al sebagai mesin inklusi produktif. Pemerintah
perlu memperbaiki kualitas broadband, memperluas digital public infrastructure, mendukung adopsi
Al oleh UMKM, dan menanamkan literasi Al dalam pendidikan. Persaingan platform, portabilitas data,
keamanan siber, dan perlindungan konsumen harus diperkuat. Digital economy tidak boleh hanya
menghasilkan transaksi lebih banyak; ia harus menghasilkan pekerjaan lebih baik dan perusahaan lokal
yang lebih produktif.

Agenda kelima adalah memperkuat data dan evaluasi. Pemerintah membutuhkan dashboard kelas
menengah yang menggabungkan pendapatan, konsumsi, pekerjaan, aset, hutang, biaya perumahan,
pendidikan, kesehatan, dan penggunaan digital. Kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya
pada mobilitas kelas, bukan hanya output administratif. Pertanyaan sederhana harus selalu diajukan:
apakah kebijakan ini membuat lebih banyak rumah tangga mampu naik kelas dan lebih sedikit rumah
tangga jatuh kelas?

20. Skenario Masa Depan 2030-2045

Skenario pertama dapat disebut Digital Prosperity. Dalam skenario ini, produktivitas meningkat
karena Al dan digitalisasi tersebar ke perusahaan besar maupun UMKM. Reformasi pendidikan
menghasilkan tenaga kerja adaptif, perusahaan naik kelas, dan pekerjaan bernilai tambah tumbuh
cepat. Kota menjadi lebih efisien, layanan publik membaik, dan kelas menengah memperluas
kepemilikan aset. Konsumsi tumbuh bersama tabungan, sehingga ekonomi domestik tetap kuat tanpa
ketergantungan berlebihan pada hutang.

Skenario kedua adalah Growth without Security. PDB tetap tumbuh sekitar lima persen, ekonomi
digital membesar, dan investasi tetap masuk, tetapi upah riil stagnan serta perumahan semakin tidak
terjangkau. Kelas menengah secara statistik tetap besar, namun banyak rumah tangga memiliki neraca
rapuh. Konsumsi dipertahankan melalui kredit, generasi muda menunda kepemilikan rumah, dan
kecemasan ekonomi meningkat. Negara terlihat stabil secara makro tetapi mobilitas sosial melambat.

Skenario ketiga adalah Digital Polarization. Al meningkatkan produktivitas kelompok terampil dan
perusahaan besar, tetapi adopsinya tidak merata. Pekerja rutin tertekan, UMKM tertinggal, dan
keuntungan ekonomiterkonsentrasi pada pemilik platform, data, dan modal. Kelas menengah terbelah
menjadi kelompok professional-digital yang naik cepat dan kelompok administrative-service yang
turun. Ketimpangan keterampilan berubah menjadi ketimpangan pendapatan dan aset.

Skenario keempat adalah Inclusive Transformation. Indonesia menggabungkan reformasi pasar,
perlindungan sosial, kebijakan kota, pendidikan, dan tata kelola digital. Produktivitas naik, tetapi
transisi pekerja juga dikelola. Public services mengurangi biaya hidup, sementara competition policy
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mencegah konsentrasi berlebihan. Kelas menengah berkembang bukan hanya dari konsumsi, tetapi
dari pekerjaan produktif dan asset ownership. Ini adalah skenario yang paling konsisten dengan visi
Indonesia Emas 2045.

Skenario bukan ramalan. Fungsinya adalah membantu pembuat kebijakan dan pemimpin
organisasi melihat konsekuensi dari pilihan hari ini. Indonesia masih memiliki demographic scale,
pasar domestik besar, urbanisasi, dan adopsi teknologi yang dapat menjadi keunggulan. Tetapi
keunggulan tersebut harus dikonversi menjadi produktivitas dan mobilitas sosial. Masa depan kelas
menengah akan menjadi salah satu ukuran paling jelas apakah transformasi ekonomi Indonesia benar-
benar berkualitas.

21. Kasus Manajerial: Keluarga Profesional Urban

Bayangkan sebuah keluarga di Jabodetabek dengan dua orang dewasa bekerja dan dua anak.
Secara pendapatan, keluarga ini masuk kelas menengah. Mereka memiliki mobil kecil, dua
smartphone, langganan internet, asuransi tambahan, dan menyekolahkan anak di sekolah swasta.
Namun mereka masih mencicil rumah di pinggiran kota, membutuhkan waktu perjalanan panjang, dan
memiliki dana darurat kurang dari tiga bulan. Ketika salah satu perusahaan melakukan restrukturisasi
karena adopsi Al, salah satu pendapatan hilang selama enam bulan.

Kasus ini menunjukkan perbedaan antara income status dan resilience status. Sebelum PHK,
keluarga terlihat mapan. Setelah kehilangan pendapatan, cicilan rumah, sekolah, dan kesehatan tidak
mudah dikurangi. Mereka menutup kekurangan dengan tabungan lalu kartu kredit. Jika pencarian kerja
berlangsung lama, mereka mungkin menjual aset atau memindahkan anak sekolah. Guncangan yang
awalnya bersifat sementara dapat mengubah trajectory pendidikan dan kekayaan keluarga.

Dari perspektif perusahaan, pertanyaan manajerialnya adalah bagaimana desain transformasi Al
dapat meminimalkan social cost. Apakah perusahaan menyediakan reskilling sebelum pengurangan
tenaga kerja? Apakah ada redeployment ke fungsi baru? Apakah produktivitas Al dibagi dalam bentuk
pengembangan kompetensi? Organisasi yang mengelola transisi secara bertanggung jawab dapat
mempertahankan trust dan employer brand.

Dari perspektif kebijakan, kasus ini menunjukkan pentingnya unemployment benefits, layanan
penempatan kerja, portable health coverage, dan pelatihan cepat. Sistem harus mampu membantu
sebelum keluarga menjual aset produktif. Dari perspektif rumah tangga, kasus ini menekankan
pentingnya emergency fund, diversifikasi sumber pendapatan, dan investasi keterampilan. Ketahanan
kelas menengah dibangun oleh interaksi tiga aktor: rumah tangga, perusahaan, dan negara.

Untuk pembelajaran S2/S3 manajemen, kasus ini dapat dianalisis dengan pendekatan stakeholder
theory dan risk management. Mahasiswa dapat diminta merancang skenario PHK vs reskilling,
menghitung biaya langsung dan tidak langsung, serta menilai dampak pada employee engagement.
Diskusi juga dapat diperluas ke pertanyaan etik: apakah efisiensi yang dihasilkan Al menciptakan
kewajiban moral bagi perusahaan untuk membantu pekerja bertransisi?
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22. Kasus Manajerial: UMKM yang Masuk Platform Digital

Sebuah usaha kuliner keluarga di Bandung mengalami pertumbuhan pesat setelah masuk ke
platform delivery. Penjualan meningkat 70 persen dalam satu tahun, tetapi margin tidak meningkat
sebanding karena komisi, diskon, iklan, dan biaya kemasan. Pemilik merasa bisnisnya tumbuh karena
omzet naik, padahal cash flow semakin ketat. Ketika algoritma platform berubah dan traffic organik
turun, penjualan langsung turun 25 persen.

Kasus inimemperlihatkan perbedaan antara digital adoption dan digital capability. Usaha tersebut
telah menggunakan platform, tetapi belum memiliki customer database, analitik margin, atau kanal
direct ordering. Ketergantungan pada satu platform menjadi concentration risk. Strategi manajerial
seharusnya meliputi penghitungan contribution margin per channel, pengembangan loyalty program,
negosiasi pemasok, dan diversifikasi kanal.

Al dapat membantu usaha kecil melakukan forecasting permintaan, membuat konten pemasaran,
dan menganalisis review pelanggan. Tetapi nilai teknologi muncul hanya jika data internal cukup rapi.
Langkah pertama bukan membeli Al mahal, melainkan membangun discipline data: penjualan, biaya
bahan, waktu produksi, repeat customer, dan profitability per menu. Transformasi digital yang sehat
dimulai dari manajemen dasar yang baik.

Dari perspektif kebijakan, kasus ini menunjukkan perlunya interoperabilitas, transparansi fee,
mekanisme penyelesaian sengketa, dan akses terhadap data merchant. Platform yang sehat
seharusnya menjadi enabler bagi usaha untuk tumbuh, bukan menciptakan lock-in yang berlebihan.
Competition policy dan digital regulation berperan menjaga bargaining power yang wajar.

Kasus ini juga relevan untuk kelas menengah karena banyak keluarga membangun mobilitas sosial
melalui usaha. Jika profit usaha tertekan oleh biaya platform dan kredit mahal, kemampuan mereka
membayar pendidikan, membeli rumah, dan mempekerjakan pekerja ikut terpengaruh. Karena itu,
kebijakan UMKM digital adalah bagian dari kebijakan kelas menengah.

23. Implikasi bagi Pendidikan Manajemen

Tema kelas menengah Indonesia penting bagi pendidikan manajemen karena mempertemukan
macroeconomics, strategy, marketing, HR, finance, technology, dan public policy. Mahasiswa
manajemen perlu memahamibahwa keputusan perusahaan tidak terjadi dalam ruang hampa. Tekanan
daya beli memengaruhi pricing dan demand; Al memengaruhi job design; biaya perumahan
memengaruhi wage expectations; dan kualitas layanan publik memengaruhi produktivitas tenaga kerja.

Dalam marketing, mahasiswa dapat menganalisis pergeseran konsumen dari aspirational
consumption menuju value-conscious consumption. Dalam finance, mereka dapat mempelajari
household leverage, consumer credit, dan affordability. Dalam HR, fokus dapat pada reskilling, wage
structure, hybrid work, dan employee financial well-being. Dalam strategy, mahasiswa dapat menilai
bagaimana perusahaan menciptakan value bagi kelas menengah yang tertekan tanpa mengeksploitasi
kerentanan mereka.

Metode pengajaran sebaiknya menggunakan case-based learning dan data. Mahasiswa dapat
diminta membaca statistik BPS, laporan Bank Indonesia, World Bank, dan laporan ekonomi digital, lalu
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menyusun diagnosis. Mereka harus belajar membedakan data agregat dan pengalaman rumah tangga,
korelasi dan kausalitas, serta indikator nominal dan riil. Ini membangun data literacy sekaligus
economic reasoning.

Al dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, tetapi harus disertai verifikasi sumber. Mahasiswa
dapat meminta Al menyusun hipotesis, lalu membandingkannya dengan data. Mereka dapat
menggunakan Al untuk mensimulasikan persona konsumen, tetapi tetap harus memahami bias model.
Tujuannya bukan menggantikan berpikir, melainkan memperluas kemampuan eksplorasi.

Pada tingkat doktoral, tema ini membuka banyak agenda riset: hubungan digitalization dengan
middle-classresilience, pengaruh housing cost terhadap career mobility, dampak Al adoption terhadap
wage distribution, financial behavior pada paylater users, atau peran public service quality terhadap
subjective economic security. Penelitian multidisipliner akan semakin penting karena kelas menengah
berada pada persimpangan ekonomi, teknologi, organisasi, dan institusi.

24. Kesimpulan

Kelas menengah Indonesia sedang berada pada titik transisi. Secara jumlah, kelompok kelas
menengah dan menuju kelas menengah merupakan kekuatan besar dalam ekonomi. Mereka
menggerakkan konsumsi, menyediakan tenaga profesional, membangun usaha, membayar pajak, dan
menjadi pengguna utama teknologi digital. Namun posisi mereka tidak sepenuhnya aman. Tekanan
upah riil, biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, hutang, dan ketidakpastian pekerjaan dapat
membuat rumah tangga yang tampak mapan mudah turun kelas.

Transformasi digital memperbesar peluang sekaligus risiko. E-commerce, pembayaran digital,
fintech, remote work, dan Al dapat menurunkan biaya dan membuka pasar. Tetapi manfaatnya sangat
bergantung pada distribusi keterampilan, kompetisi, data governance, dan kualitas institusi.
Digitalisasi yang hanya meningkatkan transaksi tanpa meningkatkan produktivitas dan pendapatan riil
tidak akan cukup membangun kelas menengah yang tangguh.

Kunci kebijakan adalah mengubah fokus dari middle-class consumption menuju middle-class
capability. Yang harus diperkuat adalah kemampuan menghasilkan pendapatan produktif,
membangun aset, mengelola risiko, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan publik
berkualitas. Perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pensiun, dan broadband merupakan
infrastruktur kelas menengah sama pentingnya dengan jalan, pelabuhan, dan listrik bagi industri.

Bagi dunia usaha, kelas menengah tidak boleh dipandang hanya sebagai pasar. Mereka adalah
karyawan, pemasok, pengusaha, dan warga. Strategi bisnis yang menekan pekerja sekaligus berharap
konsumsi terus tumbuh mengandung kontradiksi. Model pertumbuhan yang berkelanjutan
membutuhkan distribusi produktivitas yang cukup luas agar rumah tangga memiliki daya beli dan
kepercayaan untuk berinvestasi pada masa depan.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh apakah pertumbuhan
dapat menghasilkan jutaan pekerjaan kelas menengah baru dan membuat kelas menengah yang ada
semakin tangguh. Negara yang berhasil memperluas kelas menengah bukan hanya menjadi lebih
makmur, tetapi juga lebih stabil, inovatif, dan percaya diri menghadapi perubahan. Di tengah
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transformasi digital dan Al, tugas besar Indonesia adalah memastikan teknologi menjadi tangga
mobilitas sosial, bukan eskalator yang hanya bergerak untuk mereka yang sudah berada di atas.

25. Kerangka Konseptual: Dari Pendapatan ke Ketahanan Kelas Menengah

Untuk memahami masa depan kelas menengah, artikel ini mengusulkan kerangka lima modal:
modal pendapatan, modal aset, modal manusia, modal sosial, dan modal digital. Modal pendapatan
adalah arus penghasilan dari pekerjaan atau usaha. Modal aset adalah stok kekayaan yang dapat
digunakan sebagai buffer atau investasi. Modal manusia mencakup pendidikan, kesehatan, dan
keterampilan. Modal sosial meliputi jaringan, kepercayaan, dan akses informasi. Modal digital adalah
kemampuan menggunakan teknologi, data, dan Al untuk meningkatkan produktivitas. Rumah tangga
yang kuat tidak harus unggul pada seluruh dimensi, tetapi kelemahan ekstrem pada satu dimensi dapat
meningkatkan kerentanan.

Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa ukuran konsumsi saja kurang memadai. Rumah
tangga dapat mempertahankan konsumsi melalui hutang, sehingga secara statistik terlihat tetap
sejahtera meskipun aset bersih turun. Sebaliknya, rumah tangga dapat mengurangi konsumsi
sementara untuk meningkatkan tabungan atau pendidikan. Oleh karena itu, perubahan kelas
sebaiknya dianalisis sebagai proses longitudinal. Apakah rumah tangga membangun kapasitas dari
tahun ke tahun atau sekadar mempertahankan gaya hidup melalui leverage?

Modal digital semakin menjadi pengali bagi empat modal lainnya. Pekerja yang mampu
menggunakan Al dapat meningkatkan pendapatan; investor dapat mengakses informasi; keluarga
dapat memperoleh pembelajaran; pengusaha dapat memperluas jaringan. Tetapi pengali ini dapat
negatif jika individu terkena fraud, kecanduan kredit, misinformation, atau displacement kerja. Digital
literacy harus karena itu mencakup productive use dan defensive capability.

Kerangka lima modal juga dapat diterapkan pada kebijakan. Program yang menaikkan pendapatan
tetapi tidak mengurangi biaya perumahan mungkin tidak meningkatkan aset. Program digitalisasi tanpa
reskilling dapat menaikkan produktivitas perusahaan tetapi menurunkan keamanan pekerja. Program
pendidikan tanpa penciptaan pekerjaan produktif dapat menghasilkan underemployment terdidik.
Kebijakan perlu dievaluasi secara sistemik, bukan sektoral.

Bagi peneliti, kerangka ini membuka kemungkinan membangun indeks ketahanan kelas
menengah. Indeks dapat menggabungkan stabilitas pekerjaan, rasio cicilan, dana darurat, kepemilikan
aset, akses layanan publik, kesehatan, keterampilan, dan keamanan digital. Indeks seperti itu dapat
membantu mengidentifikasi kelompok yang secara pendapatan terlihat aman tetapi sebenarnya
rentan. Dengan data longitudinal, pemerintah dapat melihat jalur naik dan turun kelas secara lebih
akurat.
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26. Roadmap 2026-2045: Dari Kelas Menengah Rentan ke Kelas Menengah

Produktif

Tahap pertama, 2026-2030, sebaiknya berfokus pada pemulihan ketahanan rumah tangga dan
fondasi produktivitas. Prioritas meliputi penciptaan pekerjaan formal bernilai tambah, penguatan
layanan publik kota, penyempurnaan unemployment protection, peningkatan kualitas broadband, dan
program reskilling skala besar. Data sosial ekonomi harus diperbarui lebih cepat agar kebijakan dapat
mendeteksi household stress sebelum terjadi penurunan kesejahteraan yang permanen.

Tahap kedua, 2030-2035, harus menekankan scale-up perusahaan domestik dan asset formation.
Indonesia membutuhkan lebih banyak perusahaan menengah yang mampu mengekspor, mengadopsi
Al, dan membayar upah tinggi. Sistem pensiun dan investasi ritel perlu semakin matang. Transit-
oriented housing dan kota sekunder harus berkembang agar biaya aglomerasi tidak menghabiskan
kenaikan upah. Pendidikan vokasi dan universitas perlu terhubung lebih erat dengan sektor produktif
baru.

Tahap ketiga, 2035-2040, adalah fase knowledge economy. Pada tahap ini, targetnya bukan lagi
hanya adopsi teknologi tetapi penciptaan teknologi, intellectual property, dan layanan profesional
global. Kelas menengah seharusnya makin banyak berperan sebagai innovators, researchers,
designers, dan entrepreneurs. Human capital policy perlu beralih dari akses menuju excellence, sambil
menjaga agar kesempatan tetap terbuka bagi daerah dan kelompok berpendapatan rendah.

Tahap keempat, 2040-2045, adalah konsolidasi sebagai high-income society. Tantangan baru akan
muncul: penuaan penduduk, kebutuhan pensiun, biaya kesehatan, dan perubahan struktur keluarga.
Kelas menengah yang dibangun tanpa sistem pensiun kuat dapat menjadi rentan di usia tua. Karena
itu, keberhasilan 2045 harus dinilai tidak hanya dari GDP per capita, tetapi dari keamanan sepanjang
life cycle.

Roadmap tersebut membutuhkan governance yang konsisten lintas pemerintahan. Banyak
reformasi kelas menengah menghasilkan manfaat dalam jangka panjang, sedangkan biaya politiknya
muncul lebih awal. Infrastruktur transportasi, reformasi pendidikan, pensiun, dan kompetisi pasar
memerlukan kontinuitas. Kelas menengah yang tangguh pada akhirnya merupakan hasil dari institusi
yang mampu membuat komitmen jangka panjang dan menyesuaikannya dengan perubahan teknologi.

27. Pajak, Layanan Publik, dan Kontrak Fiskal Kelas Menengah

Kelas menengah memiliki hubungan yang khas dengan sistem fiskal. Mereka bukan kelompok yang
paling bergantung pada bantuan sosial, tetapi membayar pajak konsumsi, pajak penghasilan, pajak
kendaraan, pajak properti, dan berbagai pungutan lain secara langsung maupun tidak langsung. Karena
itu, persepsi mereka terhadap fairness sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kontribusi dan
kualitas layanan publik. Ketika pajak meningkat tetapi transportasi, sekolah, rumah sakit, keamanan,
dan administrasi tetap dianggap mahal atau tidak efisien, muncul perasaan bahwa kelas menengah
menanggung beban ganda. Sebaliknya, jika layanan publik berkualitas tinggi, pajak dapat diterima
sebagai mekanisme kolektif untuk menurunkan biaya hidup dan memperluas kesempatan.
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Kontrak fiskal yang sehat tidak berarti setiap individu harus menerima kembali jumlah yang sama
dengan pajak yang dibayar. Pajak memang memiliki fungsi redistribusi dan pembiayaan barang publik.
Namun legitimasi sistem meningkat ketika pengguna dapat melihat hasil yang nyata: sekolah negeri
yang baik, rumah sakit yang dapat diandalkan, jalan dan transportasi publik yang efisien, perizinan
digital, serta keamanan sosial. Dalam konteks kelas menengah, kualitas layanan tersebut secara
efektif meningkatkan pendapatan riil karena rumah tangga tidak perlu membeli alternatif privat untuk
setiap kebutuhan dasar.

Perlu juga diperhatikan bahwa struktur pajak memengaruhi mobilitas. Pajak yang terlalu berat pada
konsumsi dapat lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan menengah, sedangkan kelemahan
administrasi pajak atas kekayaan dan rente dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Tujuan
kebijakan bukan sekadar menaikkan tax ratio, tetapi membangun sistem yang efisien, progresif,
sederhana, dan sulit dihindari. Digitalisasi administrasi pajak dapat membantu, tetapi harus disertai
perlindungan data dan mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan.

Dari perspektif ekonomi politik, kelas menengah yang percaya pada sistem fiskal cenderung lebih
bersedia mendukung investasi publik jangka panjang. Mereka melihat pajak bukan hanya sebagai
biaya, tetapi sebagai premi untuk masyarakat yang tertib dan produktif. Sebaliknya, rendahnya trust
mendorong tax avoidance, preferensi layanan privat, dan fragmentasi sosial. Karena itu, good
governance menjadi prasyarat kebijakan kelas menengah: transparansi anggaran, audit, evaluasi
program, dan akuntabilitas harus terlihat dalam pengalaman sehari-hari.

Bagi pendidikan manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui konsep public value.
Keberhasilan pemerintah bukan diukur hanya dari penyerapan anggaran, melainkan dari nilai yang
dirasakan warga. Jika satu rupiah belanja publik mampu menghemat dua rupiah biaya privat melalui
transportasi, kesehatan, atau digitalisasi layanan, maka dampaknya pada kelas menengah sangat
besar. Reformasi fiskal dan pelayanan publik karena itu harus dirancang sebagai satu paket.

28. Perempuan Kelas Menengah, Care Economy, dan Partisipasi Kerja

Ketahanan kelas menengah sangat dipengaruhi oleh partisipasi ekonomi perempuan. Rumah
tangga dengan dua sumber pendapatan umumnya memiliki kemampuan lebih besar menghadapi biaya
perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Namun partisipasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh
pendidikan dan peluang kerja; ia sangat dipengaruhi oleh care economy. Ketersediaan childcare,
eldercare, cuti, fleksibilitas kerja, dan transportasi aman menentukan apakah perempuan dapat
mempertahankan karier setelah menikah atau memiliki anak.

Ketika layanan pengasuhan mahal atau tidak tersedia, keluarga sering mengambil keputusan
rasional agar salah satu anggota, biasanya perempuan, mengurangi jam kerja. Dampaknya bukan
hanya kehilangan pendapatan saat ini, tetapi juga penurunan pengalaman, kontribusi pensiun, dan
peluang promosi. Dalam jangka panjang, household wealth ikut berkurang. Kebijakan pengasuhan
anak yang baik karena itu merupakan kebijakan produktivitas sekaligus kebijakan kelas menengah.

Transformasi digital menyediakan fleksibilitas melalui remote work dan platform freelance, tetapi
fleksibilitas dapat menjadi pedang bermata dua. Bekerja dari rumah dapat membantu menggabungkan
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pekerjaan dan pengasuhan, namun juga dapat menambah beban karena batas antara kerja dan rumah
hilang. Jika perusahaan menilai pekerja berdasarkan selalu tersedia secara online, fleksibilitas berubah
menjadi intensifikasi kerja. Manajemen perlu mendesain hybrid work dengan tujuan, ritme, dan hak
untuk disconnect yang jelas.

Al juga dapat mengubah pekerjaan yang banyak diisi perempuan, termasuk administrasi, customer
service, pendidikan, dan layanan profesional. Reskilling harus memperhatikan pola partisipasi dan
waktu perempuan. Program pelatihan yang hanya tersedia pada jam tertentu atau membutuhkan
perjalanan dapat lebih sulit diakses oleh caregiver. Desain inklusif perlu mempertimbangkan
microlearning, childcare support, dan jalur karier yang memungkinkan re-entry setelah career break.

Menguatkan ekonomi perawatan akan memberi multiplier effect. Layanan childcare dan eldercare
yang berkualitas tidak hanya membebaskan waktu tenaga kerja terdidik, tetapi juga menciptakan
pekerjaan formal baru. Jika profesi care dihargai dan dilatih dengan baik, sektor ini dapat menjadi
sumber middle-class jobs. Dengan demikian, kebijakan gender, ketenagakerjaan, dan kelas menengah
saling berkaitan erat.

29. Kesenjangan Regional dan Kelas Menengah di Luar Jawa

Kelas menengah Indonesia tidak homogen secara geografis. Biaya hidup, struktur pekerjaan, akses
layanan publik, dan peluang usaha berbeda antara Jakarta, kota-kota besar Jawa, Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pengeluaran yang dianggap kelas
menengah di satu daerah mungkin memiliki daya beli berbeda di daerah lain. Karena itu, kebijakan
nasional perlu sensitif terhadap purchasing power lokal dan struktur ekonomi daerah.

Pertumbuhan kelas menengah di luar Jawa sangat bergantung pada kemampuan daerah
menangkap nilai tambah dari sumber daya dan investasi. Daerah yang kaya komoditas dapat memiliki
PDRB tinggi tetapi tidak otomatis memiliki kelas menengah luas jika rantai nilai lokal terbatas. Hilirisasi
perlu dihubungkan dengan supplier development, pendidikan vokasi, layanan profesional, dan
kewirausahaan lokal. Tanpa itu, sebagian besar nilai tambah dapat bocor ke pusat ekonomi lain.

Digitalisasi dapat membantu mengurangi hambatan geografis. Freelancer di Manado, Makassar,
atau Jayapura dapat melayani klien nasional; UMKM dapat menjual tanpa membuka cabang;
telemedicine dan e-learning memperluas akses. Namun kualitas broadband, listrik, logistik, dan literasi
tetap menentukan. Jika biaya pengiriman tinggi dan koneksi tidak stabil, manfaat digital akan terbatas.

Kota sekunder memiliki potensi besar sebagai pusat kelas menengah baru. Dengan universitas,
rumah sakit, transportasi, dan ekosistem usaha yang baik, kota sekunder dapat menarik talenta dan
mengurangi konsentrasi berlebihan di Jabodetabek. Strategi pembangunan wilayah perlu bergerak dari
pembangunan fisik tunggal menuju pembangunan ekosistem hidup: pekerjaan, hunian, pendidikan,
layanan, dan budaya.

Bagi manajemen perusahaan, ekspansi ke daerah tidak seharusnya hanya menggunakan copy-
paste model Jakarta. Produk, harga, saluran distribusi, dan strategi talent harus menyesuaikan kondisi
lokal. Kelas menengah daerah dapat memiliki aspirasi serupa tetapi pola konsumsi dan jaringan sosial
berbeda. Local intelligence menjadi keunggulan kompetitif.
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30. Pangan, Energi, dan Volatilitas Harga

Meskipun kelas menengah mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih kecil untuk makanan
dibandingkan kelompok miskin, harga pangan tetap memengaruhi persepsi ekonomi secara kuat.
Kenaikan beras, cabai, telur, atau minyak goreng dirasakan hampir setiap hari dan membentuk
ekspektasi inflasi. Energi juga memengaruhi biaya transportasi, listrik, logistik, dan harga barang.
Karena itu, stabilitas pangan dan energi merupakan bagian penting dari kebijakan kelas menengah.

Volatilitas harga dapat mendorong rumah tangga mengurangi belanja diskresioner. Ketika tagihan
kebutuhan dasar meningkat, pembelian pakaian, rekreasi, restoran, atau elektronik ditunda.
Dampaknya cepat terasa pada sektor jasa dan ritel. Bagi perusahaan, perubahan kecil pada harga
pangan dapat mengubah demand pada kategori lain. Analisis konsumen perlu karena itu
memperhatikan household budget secara keseluruhan.

Kebijakan stabilisasi harus membedakan antara shock sementara dan masalah struktural. Operasi
pasar mungkin diperlukan untuk jangka pendek, tetapi produktivitas pertanian, rantai dingin,
pergudangan, informasi harga, transportasi, dan kompetisi distribusi lebih menentukan dalam jangka
panjang. Digitalisasi supply chain dapat mengurangi loss dan ketidakpastian, tetapi perlu integrasi
dengan petani kecil.

Transisi energi juga membawa trade-off. Energi bersih penting untuk keberlanjutan, tetapi desain
tarif dan investasi harus menghindari beban tidak proporsional pada rumah tangga menengah. Insentif
untuk kendaraan listrik, panel surya, atau efisiensi energi sebaiknya dirancang agar tidak hanya
dinikmati kelompok atas. Akses pembiayaan dan infrastruktur publik dapat memperluas manfaat.

Kelas menengah yang menghadapi biaya energi tinggi akan lebih tertarik pada efisiensi. Ini
membuka peluang bisnis untuk rumah hemat energi, transportasi publik, appliance efisien, dan
teknologi monitoring. Green transition dapat menjadi sumber penghematan sekaligus pekerjaan baru
jika strategi industri domestik mampu menangkap rantai nilai.

31. Tabungan, Investasi, dan Dana Pensiun

Membangun kelas menengah berkelanjutan memerlukan pergeseran dari consumption-led
security menuju asset-backed security. Tabungan darurat adalah lapisan pertama, investasi jangka
panjang lapisan kedua, dan pensiun lapisan ketiga. Tanpa ketiganya, rumah tangga sangat bergantung
pada pendapatan aktif dan dukungan keluarga. Ketika penduduk menua, model tersebut semakin sulit
dipertahankan.

Indonesia memiliki peluang besar karena digital financial services menurunkan minimum investasi
dan biaya transaksi. Namun akses perlu disertai behavioral design yang mendorong konsistensi.
Automatic saving, payroll deduction, default pension contribution, dan goal-based investing dapat
membantu mengatasi present bias. Produk yang baik membuat perilaku sehat menjadi pilihan yang
paling mudah.

Risiko utama adalah mengejar return tinggi tanpa memahami risiko. Kenaikan popularitas saham,
crypto, atau produk spekulatif dapat menarik kelas menengah yang ingin mempercepat akumulasi
kekayaan. Ketika pasar turun, kerugian dapat menghapus tabungan bertahun-tahun. Regulator perlu
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mengawasi mis-selling dan influencer finance, sedangkan edukasi harus menekankan diversifikasi dan
horizon jangka panjang.

Dana pensiun memiliki efek makroekonomi penting. Kontribusi yang luas menghasilkan pool of
long-term capital untuk membiayai infrastruktur dan perusahaan. Pada saat yang sama, pensiun
mengurangi beban sandwich generation. Reformasi pensiun karena itu memiliki manfaat ganda:
ketahanan rumah tangga dan pendalaman pasar modal.

Bagi perusahaan, program pensiun dan financial wellness dapat menjadi bagian dari employee
value proposition. Karyawan yang memiliki kecemasan keuangan tinggi cenderung kurang fokus.
Edukasi, matching contribution, dan akses penasihat yang independen dapat meningkatkan well-being
tanpa selalu menaikkan gaji secara besar. Ini menunjukkan hubungan langsung antara manajemen
SDM dan ketahanan kelas menengah.

32. Cyberfraud, Privasi, dan Risiko Digital Rumah Tangga

Semakin digital kehidupan kelas menengah, semakin besar nilai yang dapat dicuri secara digital.
Rekening bank, dompet elektronik, data identitas, akun marketplace, email, media sosial, dan cloud
menjadi bagian dari neraca rumah tangga. Penipuan tidak lagi hanya mengambil uang, tetapi juga
identitas dan reputasi. Social engineering sering memanfaatkan urgensi, otoritas palsu, atau rasa takut.

Kerugian cyberfraud dapat sangat besar bagi kelas menengah karena tabungan dan akses kredit
tersedia dalam satu perangkat. Korban dapat kehilangan dana sekaligus terkena pinjaman atas nama
mereka. Pemulihan sering rumit dan memerlukan koordinasi bank, platform, polisi, dan regulator.
Karena itu, cyber resilience harus dipandang sebagai bagian dari financial resilience.

Literasi digital yang dibutuhkan bersifat praktis: autentikasi multi-faktor, password manager,
verifikasi kanal resmi, pembatasan limit transaksi, dan kemampuan mengenali phishing. Perusahaan
juga harus menghindari desain komunikasi yang membuat pesan asli mirip dengan penipuan.
Konsistensi domain, notifikasi, dan edukasi pelanggan menjadi bagian dari keamanan.

Al generatif meningkatkan risiko karena scam dapat dibuat lebih meyakinkan melalui deepfake
suara, video, dan teks yang personal. Di masa depan, verifikasi identitas harus semakin berbasis multi-
signal, bukan hanya suara atau wajah. Regulasi perlu memastikan tanggung jawab yang jelas ketika
fraud terjadi pada ekosistem yang melibatkan bank, telco, platform, dan penyedia identitas.

Privasi juga memiliki dimensi ekonomi. Data perilaku dapat digunakan untuk price discrimination,
credit scoring, atau profiling pekerjaan. Jika rumah tangga tidak memiliki kontrol, digital convenience
dapat dibayar dengan berkurangnya autonomy. Perlindungan data yang kuat membantu memastikan
transformasi digital memperkuat kelas menengah tanpa mengubah mereka menjadi objek pengawasan
komersial.

33. Kekuatan Platform, Persaingan, dan Bargaining Power
Ekonomi digital cenderung menghasilkan pasar winner-takes-most karena network effects,
economies of scale, dan data advantage. Bagi konsumen, skala platform dapat menurunkan harga dan
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meningkatkan kenyamanan. Namun bagi merchant dan pekerja, konsentrasi dapat menurunkan
bargaining power. Kelas menengah pengusaha dan profesional perlu pasar digital yang memungkinkan
mereka berpindah platform tanpa kehilangan seluruh pelanggan atau reputasi.

Interoperability dan data portability dapat meningkatkan contestability. Jika merchant dapat
membawa data transaksi atau rating ke platform lain, lock-in berkurang. Open standards juga
memungkinkan inovator baru membangun layanan di atas infrastruktur yang sama. Kebijakan ini harus
dirancang hati-hati agar tidak mengurangi keamanan atau privasi.

Persaingan juga terkait dengan kebijakan merger dan predatory pricing. Diskon besar dapat
menguntungkan konsumen jangka pendek tetapi mengurangi pesaing, lalu diikuti kenaikan biaya.
Evaluasi competition policy perlu melihat dynamic effects, bukan hanya harga hari ini. Dalam ekonomi
platform, akses data dan kontrol ekosistem sering lebih penting daripada pangsa pasar tradisional.

Bagi UMKM, bargaining power dapat diperkuat melalui asosiasi, koperasi digital, dan shared
services. Sekelompok merchant dapat membeli logistik, teknologi, atau iklan secara bersama. Model
koperasi digital menarik karena menggabungkan skala dan kepemilikan pengguna. Ini dapat menjadi
bentuk baru ekonomi kolektif di era platform.

Kelas menengah akan lebih kuat jika mereka memiliki banyak pilihan: pilihan bank, platform,
pekerjaan, pemasok, dan kanal penjualan. Competition policy pada akhirnya adalah policy of options.
Semakin banyak pilihan yang realistis, semakin besar kemampuan individu menolak syarat yang tidak
adil dan mencari peluang yang lebih baik.

34. Perubahan lklim dan Kerentanan Kelas Menengah

Perubahan iklim sering dipersepsikan sebagai isu lingkungan, tetapi dampaknya langsung pada
kelas menengah: banjir merusak rumah dan kendaraan, gelombang panas menurunkan produktivitas,
penyakit meningkat, premi asuransi naik, dan harga pangan menjadi lebih volatil. Rumah tangga yang
baru membangun aset dapat kehilangan hasil kerja puluhan tahun akibat satu bencana besar.

Kota-kota pesisir dan kawasan banjir menghadapi risiko nilai properti. Jika risiko fisik tidak
tercermin dalam tata ruang dan pembiayaan, kelas menengah dapat membeli rumah yang nilainya
kemudian tertekan. Disclosure risiko iklim dalam properti dan kredit akan menjadi semakin penting.
Infrastruktur drainase, tanggul, ruang hijau, dan early warning memiliki nilai ekonomi besar bagi
household wealth.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon juga akan mengubah pekerjaan. Sebagian sektor akan
menyusut sementara sektor energi terbarukan, efisiensi, kendaraan listrik, dan jasa lingkungan
tumbuh. Reskilling perlu dimulai sebelum displacement terjadi. Just transition bukan hanya isu pekerja
berpendapatan rendah; teknisi, supervisor, dan profesional kelas menengah juga dapat terdampak.

Asuransi dapat menjadi alat adaptasi, tetapi premi harus terjangkau dan data risiko akurat. Public-
private catastrophe pools dapat membantu risiko ekstrem yang sulit diasuransikan secara individual.
Selain itu, building codes dan standar infrastruktur perlu ditegakkan karena pencegahan lebih murah
daripada pemulihan.
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Green economy juga menawarkan peluang baru bagi kelas menengah: green jobs, investasi energi
bersih, bisnis circular economy, dan layanan konsultasi ESG. Kebijakan iklim yang dirancang baik dapat
menjadi mesin mobilitas, bukan hanya biaya kepatuhan. Kuncinya adalah memastikan akses pelatihan
dan pembiayaan tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

35. Transportasi Publik dan Waktu sebagai Aset Ekonomi

Waktu adalah aset yang sering tidak masuk dalam pengukuran kelas menengah. Seorang pekerja
yang menghabiskan tiga jam sehari di jalan memiliki biaya hidup lebih tinggi daripada yang terlihat dari
pengeluaran transportasi. Waktu tersebut tidak dapat digunakan untuk keluarga, belajar, olahraga,
atau usaha sampingan. Dalam satu tahun, kerugian waktu dapat setara dengan ratusan jam produktif.

Transportasi publik yang cepat dan terintegrasi memberi return yang luas. Rumah tangga dapat
mengurangi kepemilikan kendaraan, biaya bahan bakar, parkir, dan perawatan. Perusahaan
memperoleh tenaga kerja yang datang lebih tepat waktu. Kota mendapatkan pengurangan kemacetan
dan polusi. Nilai tanah di sekitar transit meningkat, sehingga diperlukan kebijakan agar keuntungan
tidak seluruhnya menjadi windfall bagi pemilik lahan.

Transit-oriented development dapat menghubungkan housing affordability dengan mobility.
Hunian padat di sekitar stasiun memungkinkan keluarga tinggal lebih dekat dengan pekerjaan tanpa
membutuhkan mobil. Namun jika harga properti di sekitar transit melonjak terlalu tinggi, manfaat justru
berpindah ke investor. Affordable housing quotas dan land value capture dapat menjaga distribusi
manfaat.

Digital mobility juga membantu melalui pembayaran terintegrasi, route planning, dan real-time
information. Namun teknologi bukan pengganti kapasitas fisik. Aplikasi yang baik tidak dapat
memperbaiki bus yang jarang atau trotoar yang tidak aman. Transformasi digital transportasi harus
dibangun di atas layanan dasar yang andal.

Bagi kelas menengah, penghematan waktu dapat sama berharganya dengan kenaikan
pendapatan. Kebijakan produktivitas nasional karena itu perlu memasukkan commute time sebagai
indikator. Kota yang menghemat satu jam perjalanan harian bagi jutaan pekerja pada dasarnya
menciptakan modal waktu dalam skala besar.

36. Entrepreneurship, Innovation, dan Risk-Taking Produktif

Kelas menengah yang aman cenderung lebih mampu mengambil risiko kewirausahaan karena
memiliki tabungan, jaringan, dan pendidikan. Sebaliknya, ketika jaminan kesehatan melekat pada
pekerjaan dan tabungan tipis, orang yang memiliki ide bisnis mungkin memilih tetap menjadi pegawai.
Social insurance yang baik dapat meningkatkan entrepreneurship dengan mengurangi downside risk.

Innovation membutuhkan toleransi terhadap kegagalan. Sistem kredit dan regulasi yang terlalu
menghukum kegagalan usaha dapat membuat pengusaha enggan mencoba. Bankruptcy law yang fair,
second-chance financing, dan mentoring membantu menciptakan budaya experimentation. Tujuannya
bukan membenarkan manajemen buruk, tetapi membedakan kegagalan jujur dari fraud.
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Universitas dapat menjadi ekosistem mobilitas kelas menengah melalui incubator, technology
transfer, dan jaringan alumni. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan mencari pekerjaan, tetapi juga
menciptakan pekerjaan. Namun entrepreneurship education harus realistis: customer discovery, cash
flow, unit economics, legal compliance, dan team building lebih penting daripada sekadar kompetisi
business plan.

Al menurunkan biaya memulai bisnis karena desain, coding, marketing, dan analisis dapat
dilakukan dengan tim kecil. Ini adalah peluang besar bagi solo entrepreneur dan micro-enterprise.
Namun akses ke distribution tetap menentukan. Platform yang terbuka dan payment infrastructure
yang murah akan sangat penting.

Kebijakan kelas menengah yang pro-entrepreneurship harus memperluas pilihan antara bekerja
dan berusaha. Ketika seseorang dapat berpindah tanpa kehilangan seluruh manfaat sosial, mobilitas
ekonomi meningkat. Ekonomi yang sehat bukan hanya menciptakan job security, tetapi juga career
security: keyakinan bahwa keterampilan dan perlindungan memungkinkan transisi antarperan.

37. Kebijakan Moneter, Suku Bunga, dan Neraca Rumah Tangga

Suku bunga memengaruhi kelas menengah melalui beberapa kanal sekaligus: cicilan rumah, kredit
kendaraan, kredit usaha, kartu kredit, tabungan, dan valuasi aset. Ketika suku bunga naik untuk
menjaga stabilitas harga atau nilai tukar, rumah tangga berhutang menghadapi pembayaran lebih
besar, sementara penabung memperoleh return lebih tinggi. Dampak bersih bergantung pada posisi
neraca masing-masing.

Kelas menengah muda biasanya net borrower karena sedang membeli rumah dan membangun
aset, sedangkan kelompok lebih tua mungkin net saver. Karena itu, perubahan moneter memiliki efek
antar-generasi. Kebijakan makroprudensial seperti loan-to-value dan debt-service ratio dapat
membantu mencegah leverage berlebihan tanpa harus mengandalkan suku bunga umum.

Transmisi suku bunga juga dipengaruhi kompetisi perbankan. Jika bunga deposito turun cepat
tetapi bunga kredit turun lambat, rumah tangga menanggung spread tinggi. Digital banking dan fintech
dapat meningkatkan kompetisi, tetapi stabilitas keuangan tetap penting. Harga murah yang didukung
risk-taking berlebihan dapat berakhir pada masalah sistemik.

Literasi moneter penting bagi konsumen. Banyak peminjam fokus pada cicilan awal tanpa
memahami risiko floating rate. Produk mortgage dan kredit sebaiknya menjelaskan skenario kenaikan
bunga. Transparansi APR dan total repayment membantu keputusan yang lebih rasional.

Bagi pemerintah, koordinasi fiskal-moneter memengaruhi kelas menengah melalui inflasi dan
pekerjaan. Stabilitas harga sangat penting karena inflasi adalah pajak tak terlihat yang menggerus daya
beli. Namun stabilitas jangka panjang juga memerlukan investasi produktif. Tantangannya adalah
menjaga kredibilitas tanpa mengorbankan transformasi struktural.
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38. Kelas Menengah dan Ketahanan Nasional

Kelas menengah yang luas berkontribusi pada ketahanan nasional karena memperbesar basis
pajak, permintaan domestik, dan sumber daya manusia. Negara dengan kelas menengah rapuh lebih
rentan terhadap shock eksternal karena konsumsi mudah turun dan ketidakpuasan sosial meningkat.
Oleh karena itu, ketahanan kelas menengah dapat dipandang sebagai bagian dari economic security
nasional.

Ketergantungan pada impor tertentu juga memengaruhi biaya hidup kelas menengah melalui nilai
tukar. Pangan, energi, obat, teknologi, dan komponen elektronik dapat menjadi kanal shock global.
Strategi industrial resilience perlu memilih sektor yang benar-benar strategis sambil tetap
memanfaatkan perdagangan internasional. Autarki bukan tujuan; diversifikasi dan kapasitas adaptasi
lebih penting.

Cybersecurity nasional juga terkait karena rumah tangga, bank, dan perusahaan terhubung pada
infrastruktur digital yang sama. Gangguan pembayaran atau kebocoran data besar dapat mengikis
kepercayaan dalam waktu singkat. Investasi keamanan perlu dipandang sebagai public infrastructure.

Kelas menengah juga menjadi reservoir kompetensi dalam situasi krisis. Dokter, insinyur, guru,
manajer, teknisi, dan profesional digital sangat penting bagi continuity of society. Kebijakan yang
mendorong brain drain atau underemployment berarti kehilangan kapasitas ketahanan. Talent
retention karena itu merupakan isu strategis.

Dalam konteks geopolitik dan perubahan teknologi cepat, Indonesia membutuhkan kelas
menengah yang tidak hanya konsumtif tetapi capability-rich. Mereka harus mampu belajar,
beradaptasi, dan menghasilkan solusi. Ketahanan nasional pada abad ke-21 sangat bergantung pada
kualitas manusia dan institusi, bukan hanya sumber daya alam.

39. Agenda Riset Empiris tentang Kelas Menengah Indonesia

Banyak pertanyaan tentang kelas menengah masih membutuhkan data longitudinal. Survei cross-
section menunjukkan posisi pada satu titik waktu, tetapi tidak menjelaskan siapa yang naik atau turun
kelas. Panel household data akan membantu mengidentifikasi peran PHK, kesehatan, pendidikan,
pernikahan, migrasi, dan hutang dalam mobilitas. Data administratif dapat memperkaya analisis jika
privasi dijaga.

Riset juga perlu membedakan kota dan daerah. Housing stress di Jakarta berbeda dari kota kecil;
digital opportunity di Bali berbeda dari kawasan industri; commodity boom memiliki efek berbeda di
Kalimantan atau Sulawesi. Analisis regional akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat daripada
satu ambang nasional.

Tema digitalisasi membuka banyak desain penelitian: apakah adopsi e-commerce menaikkan
profit UMKM atau hanya omzet; apakah paylater meningkatkan welfare atau debt stress; apakah Al
meningkatkan wage premium; apakah remote work memperluas kesempatan daerah. Natural
experiments dan difference-in-differences dapat digunakan ketika ada perubahan kebijakan atau
rollout teknologi bertahap.
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Penelitian perilaku juga penting. Subjective economic security dapat berbeda dari status
pendapatan. Persepsi keamanan memengaruhi konsumsi, fertility decisions, job mobility, dan sikap
politik. Survei yang menggabungkan data objektif dan subjektif dapat menjelaskan mengapa rumah
tangga dengan pendapatan cukup tetap merasa rentan.

Untuk mahasiswa doktoral manajemen, topik ini menawarkan integrasi teori organisasi dan
ekonomi. Misalnya, pengaruh Al-enabled HR practices terhadap perceived job security, hubungan
financial well-being dengan engagement, atau dampak platform dependence terhadap resilience
UMKM. Penelitian yang menghubungkan micro behavior dan macro context akan memberi kontribusi
besar.

40. Penutup Strategis: Kelas Menengah sebagai Proyek Pembangunan

Kelas menengah tidak muncul secara otomatis ketika GDP per kapita naik. la dibentuk oleh
institusi, pekerjaan, kota, pendidikan, kesehatan, sistem keuangan, dan kebijakan persaingan. Karena
itu, memperkuat kelas menengah perlu diperlakukan sebagai proyek pembangunan lintas sektor.
Targetnya bukan hanya menambah jumlah orang yang melewati ambang konsumsi, tetapi memastikan
mereka memiliki kapasitas mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan.

Proyek ini menuntut koordinasi. Kementerian tenaga kerja tidak dapat memperbaiki upah tanpa
investasi dan produktivitas; kementerian pendidikan tidak dapat menjamin return gelar tanpa pasar
kerja; kebijakan perumahan tidak berhasil tanpa transportasi; digitalisasi tidak inklusif tanpa
keterampilan; dan perlindungan sosial tidak berkelanjutan tanpa basis pajak. Pendekatan silo harus
diganti dengan outcome bersama: resilient middle-class household.

Dunia usaha memiliki peran yang sama besar. Upah, pelatihan, desain produk, kredit, platform fee,
data privacy, dan strategi otomatisasi semuanya memengaruhi kelas menengah. Corporate strategy
perlu menyadari bahwa demand jangka panjang bergantung pada distribusi purchasing power.
Ekonomiyang terlalu menekan labour share akhirnya memperlemah pasar bagi perusahaan sendiri.

Kampus dan lembaga penelitian berperan menyediakan evidence, menguji kebijakan, dan
menyiapkan capability. Pendidikan manajemen perlu menghasilkan pemimpin yang memahami
hubungan antara teknologi, manusia, dan institusi. Mereka harus mampu melihat bahwa efisiensi
bukan satu-satunya tujuan; resilience, fairness, dan trust juga menentukan keberlanjutan.

Jika Indonesia berhasil membangun kelas menengah yang produktif, memiliki aset, sehat, terdidik,
digital-savvy, dan percaya pada institusi, maka visi 2045 memiliki fondasi sosial yang kuat. Jika tidak,
pertumbuhan dapat terus terjadi tetapi menjadi semakin rapuh. Kelas menengah adalah jembatan
antara pertumbuhan dan kesejahteraan; memperkuat jembatan itu adalah salah satu tugas
pembangunan paling strategis dalam dua dekade mendatang.

41. Formalisasi Pekerjaan dan Portabilitas Karier

Salah satu tantangan utama kelas menengah Indonesia adalah batas yang semakin kabur antara
pekerjaan formal dan informal. Profesional dapat bekerja sebagai pegawai tetap, kontraktor,
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freelancer, konsultan, pengemudi platform, atau pemilik usaha dalam periode karier yang sama.
Mobilitas ini dapat meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga membuat jaminan sosial terfragmentasi.
Sistem yang dirancang untuk hubungan kerja permanen tidak selalu cocok bagi karier portofolio.

Formalisasi sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban administrasi usaha atau status
kontrak. Esensinya adalah akses pada perlindungan, pembiayaan, pencatatan pendapatan, dan hak
yang dapat dipindahkan. Teknologi memungkinkan kontribusi jaminan sosial dilakukan secara
proporsional dari berbagai sumber pendapatan. Dengan demikian, pekerja tidak kehilangan
perlindungan ketika berpindah dari satu platform atau perusahaan ke yang lain.

Portabilitas karier juga membutuhkan sistem kredensial yang dapat diverifikasi. Microcredential,
rekam proyek, dan portofolio digital dapat membantu pekerja menunjukkan kompetensi tanpa
bergantung pada nama perusahaan sebelumnya. Namun standar dan kualitas harus dijaga agar pasar
tidak dipenuhi sertifikat yang tidak bermakna. Industri, kampus, dan asosiasi profesi perlu menyepakati
competency frameworks yang relevan.

Perusahaan mendapat manfaat dari pasar tenaga kerja yang lebih cair karena dapat merekrut
talenta berdasarkan kemampuan. Tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab membangun
keterampilan, bukan sekadar membeli keterampilan dari pasar. Jika semua perusahaan enggan
melatih karena takut pekerja pindah, terjadi underinvestment kolektif pada human capital. Insentif
pelatihan dan skema co-funding dapat mengatasi masalah tersebut.

Kelas menengah masa depan kemungkinan akan memiliki karier yang lebih panjang tetapi lebih
tidak linear. Keamanan ekonomi harus datang dari employability, aset, dan perlindungan portabel,
bukan hanya tenure. Ini membutuhkan pembaruan besar pada regulasi kerja, sistem pensiun, dan
manajemen talenta.

42. Produktivitas, Upah, dan Pembagian Hasil Teknologi

Pertumbuhan kelas menengah pada akhirnya bergantung pada hubungan antara produktivitas dan
upah. Jika pekerja menghasilkan lebih banyak nilai tetapi kenaikan tersebut tidak diterjemahkan ke
pendapatan, konsumsi dan asset formation akan tertahan. Sebaliknya, kenaikan upah yang jauh
melampaui produktivitas dapat mengurangi daya saing. Tantangannya adalah membangun institusi
dan pasar yang memungkinkan keduanya bergerak bersama dalam jangka panjang.

Teknologi sering meningkatkan produktivitas secara tidak merata. Perusahaan dengan modal,
data, dan manajemen baik memperoleh gain lebih besar daripada perusahaan kecil. Pekerja yang
mampu melengkapi teknologi juga memperoleh premium. Karena itu, kebijakan difusi teknologi sangat
penting. Productivity extension services, digital advisors, dan cluster industri dapat membantu
perusahaan menengah mengadopsi praktik terbaik.

Dalam perusahaan, pembagian hasil teknologi dapat dilakukan melalui kenaikan upah, bonus
berbasis produktivitas, profit sharing, pengurangan jam kerja, atau investasi pelatihan. Tidak ada satu
model yang cocok untuk semua. Prinsipnya adalah memastikan pekerja melihat hubungan antara
transformasi dan prospek mereka. Jika Al hanya diasosiasikan dengan PHK, resistensi akan tinggi dan
implementasi menjadi sulit.
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Transparansi internal juga penting. Manajemen harus menjelaskan mengapa teknologi diadopsi,
tugas apa yang berubah, dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Karyawan perlu dilibatkan dalam
redesign pekerjaan karena mereka memiliki tacit knowledge yang sering tidak terlihat oleh konsultan
atau vendor teknologi. Co-design dapat meningkatkan kualitas implementasi sekaligus trust.

Pada tingkat nasional, indikator keberhasilan digitalisasi sebaiknya memasukkan labor income
share, real wage growth, dan job quality. Peningkatan output digital yang besar dengan stagnasi upah
akan memperlemah basis kelas menengah. Produktivitas berkualitas adalah produktivitas yang
menciptakan ruang bagi pendapatan dan waktu hidup yang lebih baik.

43. Pembiayaan Perumahan dan Risiko Cicilan Jangka Panjang

Kredit pemilikan rumah adalah komitmen finansial terbesar bagi banyak keluarga kelas menengah.
Tenor dapat mencapai belasan atau puluhan tahun, sehingga keputusan hari ini sangat dipengaruhi
oleh suku bunga dan pendapatan masa depan. KPR memungkinkan asset building, tetapi juga
mengurangi fleksibilitas jika cicilan terlalu besar. Oleh karena itu, affordability harus dinilai
berdasarkan skenario, bukan hanya kemampuan membayar pada bulan pertama.

Developer, bank, dan regulator memiliki peran untuk memastikan kualitas informasi. Konsumen
perlu mengetahui perbedaan fixed dan floating rate, biaya provisi, asuransi, pajak, maintenance, dan
biaya komuter. Harga rumah yang terlihat terjangkau dapat menjadi mahal jika lokasi jauh dari
pekerjaan. Total housing cost harus memasukkan transportasi dan waktu.

Program subsidi atau dukungan pembeli pertama perlu menghindari efek kapitalisasi yang justru
menaikkan harga tanah. Jika pasokan terbatas, tambahan daya beli dapat masuk ke harga. Reformasi
supply side—perizinan, densitas, infrastruktur, land assembly—sering lebih penting daripada kredit
murah. Kebijakan harus meningkatkan jumlah hunian layak di lokasi produktif.

Pasar sewa profesional juga perlu dikembangkan. Tidak semua kelas menengah harus membeli
rumah segera. Sewa yang aman dan berkualitas memberi fleksibilitas bagi pekerja muda, keluarga
kecil, dan mereka yang sering berpindah kota. Regulasi harus menyeimbangkan hak penyewa dan
pemilik agar investasi rental tetap menarik.

Secara makro, housing finance yang sehat mendukung stabilitas. Leverage rumah tangga yang
berlebihan dapat memperbesar dampak resesi karena keluarga memotong konsumsi untuk
mempertahankan cicilan. Stress testing pada tingkat bank dan edukasi pada tingkat rumah tangga
sama-sama penting.

44. Pembentukan Keluarga, Fertilitas, dan Biaya Membesarkan Anak

Keputusan menikah dan memiliki anak semakin dipengaruhi biaya ekonomi. Kelas menengah
mempertimbangkan perumahan, childcare, pendidikan, kesehatan, dan prospek karier sebelum
membentuk keluarga. Ketika biaya tersebut meningkat dan pekerjaan tidak stabil, pernikahan atau
kelahiran dapat ditunda. Fenomena ini terlihat di banyak negara berpendapatan menengah dan tinggi.
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Dari perspektif demografi, keputusan individual dapat menghasilkan konsekuensi nasional.
Fertilitas yang turun cepat akan mempercepat penuaan penduduk, mengubah rasio pekerja dan
pensiunan, serta meningkatkan beban sistem kesehatan. Indonesia masih memiliki jendela demografi,
tetapi kebijakan kelas menengah hari ini memengaruhi struktur penduduk beberapa dekade
mendatang.

Childcare dan pendidikan menjadi kunci. Keluarga tidak hanya menghitung biaya langsung, tetapi
opportunity cost terutama bagi perempuan. Layanan pengasuhan berkualitas yang terjangkau dapat
menurunkan biaya tersebut dan mendukung partisipasi kerja. Cuti orang tua yang fleksibel dan budaya
kerja yang tidak menghukum caregiver juga penting.

Perumahan juga menentukan. Hunian kecil dan mahal di kota besar dapat membuat keluarga
menunda anak kedua. Kota yang ramah keluarga memerlukan taman, sekolah, transportasi, dan
layanan kesehatan dekat hunian. Urban policy dan demographic policy sebenarnya saling terhubung.

Bagi perusahaan, family-friendly policies dapat membantu retensi talenta. Fleksibilitas, parental
leave, childcare partnership, dan jam kerja yang manusiawi bukan sekadar benefit; semuanya
mengurangi turnover pekerja berpengalaman. Organisasi yang mampu mengakomodasi life cycle akan
memiliki workforce yang lebih stabil.

45. Pekerja Sektor Publik sebagai Bagian Kelas Menengah

Pegawai negeri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan pekerja BUMN merupakan bagian penting
kelas menengah Indonesia. Mereka memiliki pendapatan relatif stabil dan memainkan peran besar di
kota-kota daerah. Belanja gaji sektor publik karena itu tidak hanya memengaruhi fiskal, tetapi juga
permintaan lokal. Namun kualitas kelas menengah sektor publik bergantung pada produktivitas dan
integritas institusi.

Stabilitas kerja dapat menjadi kekuatan karena memungkinkan rumah tangga merencanakan
pendidikan dan perumahan. Namun jika sistem promosi lemah atau tidak berbasis merit, produktivitas
dan motivasi dapat menurun. Reformasi birokrasi perlu menggabungkan keamanan kerja dengan
performance management yang fair, bukan sekadar menambah indikator administratif.

Digital government mengubah banyak pekerjaan administratif. Tugas repetitif dapat diotomatisasi,
sementara kebutuhan analitik, policy design, dan citizen service meningkat. Reskilling aparatur harus
dilakukan sebelum teknologi diterapkan secara penuh. Transformasi digital pemerintah seharusnya
mengurangi paperwork dan membebaskan waktu untuk layanan yang memerlukan judgment manusia.

Kualitas remunerasi juga perlu dikaitkan dengan integritas. Upah yang cukup tidak otomatis
mencegah korupsi, tetapi struktur kompensasi yang transparan dan kompetitif dapat mengurangi
insentif informal. Pengawasan, budaya organisasi, dan enforcement tetap penting.

Kelas menengah sektor publik dapat menjadi agen modernisasi jika memiliki capability dan trust.
Mereka berinteraksi langsung dengan warga dan bisnis, sehingga kualitas kerja mereka memengaruhi
persepsi good governance. Investasi pada kompetensi aparatur pada akhirnya adalah investasi pada
produktivitas seluruh ekonomi.
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46. BUMN, Infrastruktur, dan Peluang Kelas Menengah

BUMN memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan kelas menengah melalui energi, transportasi,
telekomunikasi, keuangan, konstruksi, dan layanan publik. Ketika BUMN efisien, mereka dapat
menurunkan biaya ekonomi dan memperluas akses. Ketika tata kelolanya lemah, biaya dapat dialihkan
kepada konsumen atau fiskal. Karena itu, reformasi BUMN memiliki dampak langsung pada daya beli
dan kesempatan kerja.

Infrastruktur yang dibangun BUMN atau melalui kemitraan publik-swasta dapat menciptakan
middle-class multiplier. Jalan, kereta, broadband, pelabuhan, dan energi meningkatkan akses pasar
dan produktivitas. Namun manfaat bergantung pada tarif, konektivitas last mile, dan integrasi tata
ruang. Infrastruktur megah yang tidak terhubung kebutuhan rumah tangga menghasilkan return sosial
rendah.

BUMN juga merupakan employer besar tenaga profesional. Transformasi mereka melalui
digitalisasi dan restrukturisasi akan memengaruhi karier kelas menengah. Meritocracy, mobility, dan
reskilling penting agar perubahan tidak hanya menghasilkan efisiensi finansial tetapi juga capability
institutional.

Sebagai pembeli besar, BUMN dapat mengembangkan pemasok domestik. Procurement yang
transparan dan supplier development memberi peluang bagi perusahaan menengah untuk naik kelas.
Jika tender selalu dimenangkan kelompok yang sama karena skala atau koneksi, potensi spillover
berkurang.

Tata kelola BUMN harus menjaga keseimbangan commercial discipline dan public mission. Cross-
subsidy yang tidak transparan dapat mengaburkan kinerja, sementara orientasi profit murni dapat
mengurangi akses. Penetapan tujuan yang jelas dan pelaporan outcome membantu memastikan nilai
publik benar-benar tercipta.

47. Guncangan Global, Nilai Tukar, dan Kelas Menengah Terbuka

Kelas menengah Indonesia semakin terhubung dengan ekonomi global melalui barang impor,
pendidikan, perjalanan, investasi, dan pekerjaan digital. Karena itu, nilai tukar dan geopolitik
memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pelemahan rupiah dapat menaikkan harga perangkat elektronik,
obat, bahan baku, dan perjalanan, bahkan ketika inflasi domestik awalnya rendah.

Perusahaan yang mengandalkan impor dapat meneruskan biaya ke konsumen atau menekan
margin. Dalam kedua kasus, kelas menengah terdampak sebagai pembeli atau pekerja. Hedging pada
tingkat korporasi dan diversifikasi rantai pasok membantu mengurangi volatilitas. Kebijakan industri
yang membangun kapasitas domestik pada input strategis juga memperkuat resilience.

Geopolitik teknologi dapat memengaruhi akses chip, cloud, software, dan Al. Indonesia perlu
strategi yang pragmatis: menjaga akses multi-vendor, mengembangkan talenta, dan membangun
kapasitas data center tanpa menutup diri dari ekosistem global. Digital sovereignty sebaiknya berarti
kemampuan memilih dan mengelola risiko, bukan isolasi.
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Kelas menengah investor juga terpapar pasar global melalui saham dan reksa dana. Diversifikasi
internasional dapat mengurangi risiko domestik, tetapi memperkenalkan currency risk. Literasi
investasi harus memasukkan hubungan antara nilai tukar, suku bunga global, dan valuasi aset.

Ketahanan menghadapi shock global membutuhkan buffer pada tiga tingkat: cadangan devisa dan
kebijakan makro di tingkat negara, manajemen risiko di tingkat perusahaan, dan tabungan/asuransi di
tingkat rumah tangga. Kelas menengah yang kuat memperbesar efektivitas buffer nasional karena
konsumsi tidak runtuh ketika terjadi volatilitas sementara.

48. Ekonomi Kreatif, Freelancer, dan Profesional Independen

Ekonomi kreatif dan kerja profesional independen menjadi jalur penting kelas menengah baru.
Desainer, penulis, fotografer, programmer, konsultan, dan content creator dapat menjual jasa secara
nasional maupun global. Modal utama mereka adalah keterampilan dan reputasi, bukan aset fisik
besar. Digital platform menurunkan biaya mencari klien tetapi meningkatkan kompetisi.

Pendapatan freelancer bersifat volatil. Bulan dengan proyek besar dapat diikuti bulan sepi. Sistem
pajak, kredit, dan asuransi yang dirancang untuk gaji bulanan sering kurang cocok. Bank dapat
menggunakan cash-flow data untuk menilai kemampuan kredit, tetapi harus menghindari penalti
berlebihan karena volatilitas normal.

Profesional independen juga menanggung sendiri biaya kesehatan, pensiun, software, perangkat,
dan pelatihan. Tarif jasa harus mencerminkan total cost tersebut. Banyak freelancer menetapkan harga
terlalu rendah karena membandingkan dengan gaji bersih pegawai, bukan total compensation. Literasi
bisnis menjadi bagian dari professional skill.

Al generatif menurunkan biaya produksi konten dan coding, sehingga kompetisi pada pekerjaan
generik meningkat. Keunggulan akan bergeser ke domain expertise, taste, relationship, dan problem
framing. Freelancer perlu naik dari execution menuju advisory dan integrasi. Portofolio yang
menunjukkan outcome bisnis akan lebih penting daripada jumlah output.

Kebijakan yang mendukung sektor ini mencakup payment system lintas batas, portable benefits,
perlindungan kontrak, dan akses coworking serta pelatihan. Creative middle class dapat menjadi
sumber ekspor jasa bernilai tinggi jika ekosistemnya mendukung.

49. Media, Informasi Ekonomi, dan Pembentukan Ekspektasi

Keputusan ekonomi kelas menengah sangat dipengaruhi informasi. Berita PHK, harga rumah, nilai
tukar, suku bunga, atau kebijakan pajak memengaruhi ekspektasi bahkan sebelum pendapatan
berubah. Ekonomi digital mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga rumor dan misinformasi.
Narasi yang viral dapat menghasilkan panic buying atau penarikan dana meskipun fundamental belum
berubah.

Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memicu emosi. Dalam isu ekonomi,
ini dapat menciptakan perception gap antara data dan pengalaman. Pemerintah perlu berkomunikasi
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dengan data yang transparan, tetapi tidak cukup hanya mengatakan indikator makro baik. Komunikasi
harus menjelaskan distribusi, trade-off, dan dampak pada kelompok berbeda.

Media bisnis memiliki tanggung jawab meningkatkan literasi. Headline yang hanya menonjolkan
angka nominal dapat menyesatkan jika tidak menjelaskan inflasi atau basis perbandingan. Data visual
dan methodology notes membantu masyarakat memahami. Kampus juga dapat berperan melalui
public scholarship yang menjembatani penelitian dan publik.

Perusahaan menghadapi risiko reputasi ketika konsumen menafsirkan perubahan harga atau PHK
melalui media. Proactive communication dan disclosure yang jujur lebih efektif daripada respons
defensif. Trust dibangun sebelum krisis, bukan saat krisis terjadi.

Kelas menengah yang memiliki economic literacy lebih mampu membedakan shock sementara
dari perubahan struktural. Kemampuan membaca data, memahami bunga majemuk, dan
mengevaluasi sumber menjadi bagian dari civic competence di era digital. Literasi ekonomi dan literasi
digital semakin menyatu.

50. Migrasi Talenta, Brain Drain, dan Brain Circulation

Tenaga terdidik Indonesia semakin memiliki opsi bekerja di luar negeri atau secara remote untuk
perusahaan global. Ini dapat dipandang sebagai brain drain, tetapi juga sebagai brain circulation jika
keterampilan, modal, jaringan, dan pengalaman kembali ke ekonomi domestik. Kebijakan sebaiknya
tidak menghalangi mobilitas, melainkan membuat Indonesia cukup menarik bagi talenta untuk tetap
terhubung atau kembali.

Faktor penentu bukan hanya gaji. Meritocracy, kualitas institusi, penelitian, lingkungan kota,
pendidikan anak, dan peluang karier pasangan ikut memengaruhi keputusan. Jika profesional merasa
promosi bergantung pada koneksi atau inovasi sulit dilakukan, mereka lebih mudah pergi. Good
governance karena itu merupakan talent policy.

Remote work juga menciptakan situasi di mana talenta tinggal di Indonesia tetapi menerima
pendapatan global. Ini dapat meningkatkan daya beli dan knowledge transfer. Namun perusahaan
domestik akan menghadapi kompetisi upah. Solusinya adalah menaikkan produktivitas dan
menawarkan meaningful work, bukan membatasi pilihan pekerja.

Diaspora dapat berperan sebagai jaringan pasar, investasi, dan mentoring. Program yang
menghubungkan diaspora dengan startup, universitas, dan industri dapat menghasilkan spillover tanpa
menuntut kepulangan permanen. Brain circulation lebih realistis daripada pendekatan nasionalistik
yang memandang migrasi sebagai kehilangan murni.

Kelas menengah profesional yang global tetapi tetap terhubung dapat menjadi aset strategis
Indonesia. Mereka membawa standar, pengetahuan, dan jaringan yang membantu perusahaan lokal
naik kelas. Tantangannya adalah membangun institusi yang mampu menyerap kontribusi tersebut.
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51. Koperasi Modern dan Kepemilikan Kolektif

Koperasi sering diasosiasikan dengan model tradisional, tetapi era digital membuka kemungkinan
koperasi modern yang menggunakan teknologi untuk mencapai skala. Koperasi pekerja, merchant,
petani, atau konsumen dapat menggabungkan purchasing power dan bargaining power. Bagi kelas
menengah pengusaha kecil, kepemilikan kolektif dapat menjadi alternatif antara individualisme pasar
dan dominasi platform besar.

Teknologi blockchain atau ledger bukan syarat utama. Yang lebih penting adalah governance: hak
suara, transparansi, profesionalisme manajemen, dan pembagian surplus. Banyak koperasi gagal
bukan karena modelnya salah, tetapi karena tata kelola lemah. Digital tools dapat membantu
akuntansi, audit, dan komunikasi anggota.

Koperasi digital dapat menyediakan shared logistics, cloud software, pemasaran, atau pembelian
bahan baku. Dengan skala kolektif, anggota memperoleh harga yang sebelumnya hanya tersedia bagi
perusahaan besar. Ini membantu perusahaan kecil meningkatkan margin dan produktivitas.

Dalam platform work, cooperative platform memungkinkan pekerja memiliki sebagian infrastruktur
yang mereka gunakan. Tantangannya adalah modal awal, teknologi, dan network effects. Dukungan
inkubasi serta procurement publik dapat membantu tahap awal tanpa menciptakan ketergantungan
permanen.

Koperasi yang profesional dapat menjadi alat asset building karena anggota tidak hanya
memperoleh pendapatan, tetapi juga bagian kepemilikan. Ini relevan bagi agenda kelas menengah:
memperluas ownership, bukan hanya akses konsumsi.

52. Kualitas Institusi dan Kepastian Masa Depan

Rumah tangga membuat keputusan jangka panjang berdasarkan ekspektasi terhadap institusi.
Membeli rumah, menabung pensiun, membangun bisnis, atau membiayai pendidikan anak
memerlukan keyakinan bahwa aturan tidak berubah secara sewenang-wenang. Institutional
predictability mengurangi discount rate psikologis: masyarakat lebih bersedia menunda konsumsi hari
ini untuk hasil masa depan.

Ketidakpastian regulasi memiliki biaya yang sering tidak terlihat. Perusahaan menunda investasi,
pekerja menunda pindah, dan rumah tangga menyimpan cash lebih banyak. Precautionary behavior
kolektif dapat menurunkan pertumbuhan. Karena itu, kualitas proses kebijakan—konsultasi, evidence,
transisi, dan komunikasi—sama pentingnya dengan isi kebijakan.

Rule of law juga memengaruhi kelas menengah melalui kontrak dan property rights. Pengusaha
kecil tidak memiliki tim hukum besar, sehingga sistem yang lambat atau mahal lebih merugikan
mereka. Small claims procedure, mediation, dan digital courts dapat memperluas akses keadilan
ekonomi.

Kepastian tidak berarti kebijakan tidak boleh berubah. Transformasi teknologi dan iklim justru
menuntut adaptasi. Yang penting adalah perubahan dapat diprediksi, memiliki alasan, dan memberi
waktu transisi. Regulatory agility harus berjalan bersama due process.
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Kelas menengah yang percaya pada institusi akan lebih berani berinvestasi dan berinovasi. Karena
itu, good governance bukan agenda abstrak; ia merupakan salah satu bentuk social insurance paling
mendasar karena mengurangi risiko yang tidak dapat diasuransikan secara privat.

53. Pengukuran Baru Kesejahteraan Kelas Menengah

GDP dan pendapatan per kapita penting, tetapi tidak cukup untuk menilai kesehatan kelas
menengah. Dashboard masa depan perlu menggabungkan median real income, consumption growth,
housing cost burden, debt service ratio, emergency savings, health protection, pension coverage, dan
job stability. Median sering lebih informatif daripada rata-rata karena tidak terlalu dipengaruhi
kelompok sangat kaya.

Time poverty juga perlu diukur. Dua rumah tangga dengan pendapatan sama dapat memiliki
kualitas hidup berbeda jika satu menghabiskan empat jam untuk perjalanan dan caregiving. Data
penggunaan waktu dapat memperkaya analisis kesejahteraan. Digital trace data mungkin membantu,
tetapi harus dikelola secara etis.

Subjective well-being dan economic anxiety juga relevan. Persepsi tidak boleh menggantikan data
objektif, tetapi dapat mendeteksi stress lebih dini. Jika banyak rumah tangga merasa tidak aman
meskipun pendapatan stabil, mungkin ada kekhawatiran pekerjaan, hutang, atau biaya masa depan
yang tidak tertangkap indikator saat ini.

Pengukuran digital capability dapat mencakup kemampuan menggunakan layanan pemerintah,
keamanan siber, Al, e-commerce, dan financial tools. Akses internet sendiri terlalu kasar. Negara perlu
mengetahui apakah teknologi menghasilkan productive inclusion.

Dashboard yang baik akan memungkinkan policy simulation. Misalnya, dampak kenaikan tarif
transportasi dapat dilihat pada housing-commute burden kelas menengah urban. Pendekatan
multidimensional membantu pemerintah menghindari kebijakan yang memperbaiki satu indikator
tetapi memperburuk indikator lain.

54. Prinsip Desain Kebijakan Pro-Kelas Menengah

Prinsip pertama adalah prevent downward mobility. Lebih murah mencegah keluarga menjual aset
atau putus sekolah daripada membantu setelah jatuh miskin. Ini membutuhkan early warning berbasis
kehilangan pekerjaan, penyakit, bencana, atau lonjakan debt service. Intervensi sementara yang tepat
waktu dapat menjaga trajectory.

Prinsip kedua adalah lower structural costs rather than subsidize consumption indefinitely.
Transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan energi yang efisien memperkuat daya beli
secara permanen. Subsidi tetap dapat digunakan untuk shock, tetapi reformasi supply dan layanan
publik memberikan efek lebih berkelanjutan.

Prinsip ketiga adalah build assets and capabilities. Kebijakan yang hanya menaikkan konsumsi hari
ini tidak cukup. Tabungan, pensiun, rumah, keterampilan, dan kepemilikan usaha memperbesar
resilience. Insentif harus mendorong akumulasi produktif, bukan leverage konsumtif.
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Prinsip keempat adalah preserve competition and mobility. Kelas menengah membutuhkan
banyak jalur untuk naik: pindah kerja, memulai usaha, menjual di platform, atau belajar keterampilan
baru. Monopoli, credential barriers, dan regulasiyang menghambat entry mempersempit jalur tersebut.

Prinsip kelima adalah design for life cycle. Kebutuhan keluarga muda berbeda dari profesional
pertengahan karier dan lansia. Kebijakan kelas menengah harus mengikuti perjalanan hidup:
pendidikan, pekerjaan pertama, rumah, anak, reskilling, pensiun, dan perawatan usia lanjut.
Pendekatan life-cycle mengurangi fragmentasi program.

55. Refleksi Akhir: Transformasi Digital yang Berpusat pada Manusia

Transformasi digital sering dibicarakan melalui jumlah unicorn, transaksi, atau adopsi aplikasi.
Ukuran tersebut penting, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah teknologi membuat
manusia memiliki lebih banyak pilihan dan kemampuan. Teknologi yang baik mengurangi waktu
administrasi, menurunkan biaya, memperluas akses ilmu, dan meningkatkan produktivitas. Teknologi
yang buruk menciptakan ketergantungan, pengawasan, hutang, dan kecemasan.

Kelas menengah adalah kelompok ideal untuk menguji kualitas transformasi karena mereka
berada di pusat konsumsi, pekerjaan, dan inovasi. Jika digitalisasi meningkatkan kenyamanan tetapi
pekerjaan mereka menjadi semakin tidak aman, hasilnya ambigu. Jika Al meningkatkan profit tetapi
upah stagnan, gain sosial terbatas. Jika fintech memperluas kredit tetapi memperbesar over-
indebtedness, inklusi berubah menjadi kerentanan.

Human-centered digital transformation mensyaratkan governance. Privacy by design, explainable
decisions, cybersecurity, interoperability, dan competition adalah bagian dari infrastruktur sosial.
Pendidikan juga perlu menekankan agency: manusia harus memahami bagaimana sistem digital
bekerja agar tidak hanya menjadi objek algoritma.

Pada tingkat organisasi, keberhasilan transformasi seharusnya diukur dengan balanced scorecard
yang memasukkan produktivitas, customer value, employee capability, trust, dan societal impact.
Efisiensi yang menghancurkan trust bukan efisiensi jangka panjang. Pemimpin perlu melihat teknologi
sebagai alat organisasi, bukan tujuan itu sendiri.

Bila prinsip tersebut dipegang, transformasi digital dapat mempercepat perluasan kelas menengah
Indonesia. la dapat membawa pekerjaan global ke kota daerah, membuka pasar bagi UMKM,
menurunkan biaya keuangan, dan memperluas pendidikan. Tetapi hasil ini memerlukan pilihan
institusional yang disengaja. Teknologi membuka kemungkinan; kebijakan, manajemen, dan
masyarakat menentukan siapa yang menikmati manfaatnya.

56. Ekonomi Perhatian dan Kesehatan Digital

Kelas menengah menghabiskan semakin banyak waktu di layar untuk bekerja, belajar, berbelanja,
dan berkomunikasi. Dalam ekonomi perhatian, platform bersaing bukan hanya mendapatkan uang
tetapi juga waktu dan fokus pengguna. Desain notifikasi, infinite scroll, autoplay, dan rekomendasi
personal dapat meningkatkan engagement namun mengurangi kemampuan konsentrasi. Bagi pekerja
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pengetahuan, perhatian adalah modal produktif; kehilangan fokus berarti penurunan kualitas kerja
yang nyata.

Beban digital juga memengaruhi keluarga. Orang tua menghadapi dilema antara manfaat
pendidikan digital dan risiko screen time, cyberbullying, serta konten tidak sesuai. Kelas menengah
sering membeli perangkat dan aplikasi untuk membantu pendidikan, tetapi tanpa literasi keluarga
teknologi dapat menambah konflik. Digital parenting menjadi kompetensi baru yang perlu didukung
sekolah dan kebijakan publik.

Perusahaan memiliki peran melalui desain kerja. Meeting berlebihan, chat terus-menerus, dan
ekspektasi respons instan menciptakan fragmentation cost. Produktivitas tidak identik dengan selalu
online. Kebijakan focus time, asynchronous communication, dan right to disconnect dapat
meningkatkan kualitas kerja. Al seharusnya mengurangi beban administratif, bukan menambah volume
komunikasi.

Kesehatan mental terkait erat dengan keamanan ekonomi. Ketakutan PHK, perbandingan sosial,
dan informasi negatif berulang dapat meningkatkan anxiety. Program employee assistance harus
dipadukan dengan akar struktural seperti workload, job control, dan financial stress. Well-being tidak
dapat diselesaikan hanya dengan aplikasi meditasi jika organisasi tetap menciptakan ketidakpastian
berlebihan.

Bagi regulator, perlindungan konsumen digital dapat mempertimbangkan desain adiktif, terutama
untuk anak. Tujuannya bukan melarang inovasi, tetapi membuat insentif platform lebih sejalan dengan
kesejahteraan pengguna. Kelas menengah yang sehat secara digital akan lebih produktif dan lebih
mampu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan mobilitas.

57. Perubahan Pola Ritel dan Masa Depan Konsumsi

Ritel kelas menengah mengalami transformasi dari mall-centric menuju omnichannel. Konsumen
membandingkan harga secara daring, membeli melalui marketplace, mengambil barang di toko, dan
mengharapkan layanan cepat. Perusahaan perlu memahami bahwa channel bukan lagi kategori
terpisah; konsumen bergerak di antara online dan offline sesuai konteks, urgensi, dan jenis produk.

Tekanan ekonomi mendorong konsumen mencari value lebih agresif. Promo tetap penting, tetapi
loyalitas dapat dibangun melalui kualitas, convenience, dan after-sales. Retailer yang hanya berlomba
diskon menghadapi margin compression. Private label dan bundling dapat menjadi strategi untuk
menawarkan affordability sambil menjaga margin.

Data loyalty memberi insight besar, tetapi penggunaannya harus transparan. Dynamic pricing yang
terlalu personal dapat dianggap tidak adil jika konsumen menemukan harga berbeda tanpa alasan
jelas. Fairness perception adalah aset. Perusahaan perlu menetapkan governance pada pricing
algorithm agar optimasi tidak merusak trust.

Toko fisik juga berubah fungsi dari tempat transaksi menjadi experience, fulfillment, dan service
point. Ini dapat menjaga pekerjaan ritel tetapi membutuhkan upskilling. Staf harus mampu membantu
pelanggan, menggunakan inventory system, dan menyelesaikan masalah lintas channel. Otomasi kasir
seharusnya disertai redesign peran.
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Pola konsumsi kelas menengah masa depan kemungkinan lebih terfragmentasi: sebagian kategori
trading down, sebagian tetap premium karena dianggap penting bagi identitas atau kesehatan.
Segmentasi berdasarkan income saja tidak cukup; firms perlu memahami household priorities dan
economic anxiety. Strategi ritel yang adaptif akan mengikuti perubahan nilai, bukan hanya perubahan
volume.

58. Industri Pendidikan Swasta dan Affordability

Besarnya aspirasi pendidikan menciptakan pasar pendidikan swasta yang luas: sekolah,
bimbingan belajar, kursus bahasa, sertifikasi, dan edtech. Bagi kelas menengah, pengeluaran ini sering
dipandang sebagai investasi, bukan konsumsi. Namun ketika biaya tumbuh lebih cepat dari
pendapatan, keluarga menghadapi trade-off antara kualitas pendidikan dan kesehatan finansial.

Industri pendidikan perlu mengukur value melalui learning outcome, bukan fasilitas atau branding
semata. Transparansi hasil lulusan, kompetensi, dan biaya total dapat membantu keluarga memilih.
Model pembiayaan cicilan pendidikan harus berhati-hati agar tidak mengubah aspirasi menjadi debt
trap. Income-share agreement juga memiliki risiko dan membutuhkan regulasi yang jelas.

Edtech dapat menurunkan biaya marginal pembelajaran, tetapi kualitas konten dan dukungan
tetap menentukan. Al tutor dapat membantu personalisasi, nhamun tidak menggantikan komunitas,
mentoring, dan assessment. Hybrid model mungkin paling efektif: konten digital untuk skala, interaksi
manusia untuk reasoning dan motivasi.

Pendidikan publik berkualitas menciptakan competitive benchmark bagi sektor swasta. Jika
layanan publik lemah, keluarga merasa terpaksa membeli swasta, sehingga pasar berkembang bukan
karena preference tetapi necessity. Ini dapat memperlebar ketimpangan. Kebijakan harus menjaga
agar pilihan swasta menjadi pilihan tambahan, bukan syarat untuk memperoleh kualitas.

Bagi universitas, biaya kuliah perlu dilihat bersama return dan employability. Program yang mahal
tetapi menghasilkan pekerjaan berupah rendah akan semakin dipertanyakan. Institusi perlu
memperkuat career services, industry partnership, dan lifelong learning agar hubungan dengan alumni
berlangsung sepanjang karier.

59. Layanan Kesehatan Swasta, Asuransi, dan Medical Inflation

Kelas menengah sering menggunakan asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap JKN. Produk
ini memberi akses lebih luas tetapi premi dapat meningkat akibat medical inflation. Rumah sakit
menghadapi biaya teknologi, obat, tenaga ahli, dan investasi fasilitas. Jika efisiensi tidak meningkat,
kenaikan biaya akhirnya diteruskan ke premi dan pasien.

Value-based healthcare menawarkan alternatif dengan mengukur outcome, bukan jumlah
tindakan. Digital records dan data analytics dapat membantu mengurangi duplikasi pemeriksaan serta
meningkatkan koordinasi. Namun perubahan model pembayaran memerlukan standar data dan trust
antara insurer, provider, dan pasien.
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Asuransi juga menghadapi adverse selection dan moral hazard. Produk yang terlalu murah dapat
tidak berkelanjutan, sementara syarat terlalu rumit menurunkan perlindungan. Transparansi benefit
dan exclusion sangat penting. Konsumen perlu memahami batas polis sebelum terjadi penyakit, bukan
setelah klaim ditolak.

Preventive care dapat menurunkan biaya jangka panjang. Perusahaan yang menyediakan
screening, vaccination, dan wellness program mendapat manfaat melalui produktivitas. Tetapi
program harus berbasis evidence dan tidak berubah menjadi surveillance kesehatan karyawan. Data
medis harus dipisahkan dari keputusan HR yang diskriminatif.

Kebijakan kesehatan yang kuat akan mengurangi kebutuhan kelas menengah membeli
perlindungan berlapis. Jika JKN dan layanan publik semakin berkualitas, insurance swasta dapat fokus
pada kenyamanan tambahan, bukan kebutuhan dasar. Ini meningkatkan efisiensi seluruh sistem dan
melindungi household budget.

60. Ekonomi Lansia dan Kelas Menengah Masa Depan

Indonesia perlahan menuju masyarakat menua. Kelas menengah yang hari ini berada pada usia
produktif akan menjadi kelompok lansia besar dua dekade mendatang. Persiapan harus dimulai
sekarang melalui pensiun, kesehatan preventif, perumahan ramah lansia, dan layanan perawatan.
Tanpa persiapan, tekanan akan kembali kepada generasi anak melalui sandwich generation.

Longevity risk berarti seseorang hidup lebih lama daripada tabungannya. Sistem pensiun perlu
mendorong kontribusi cukup dan investasi jangka panjang. Annuity atau produk pendapatan seumur
hidup dapat membantu, tetapi desain harus transparan dan biaya rendah. Literasi pensiun harus
dimulai jauh sebelum usia 50 tahun.

Pasar silver economy juga menciptakan peluang: healthcare, assisted living, travel, financial
advisory, home modification, dan teknologi aksesibilitas. Perusahaan yang memahami kebutuhan
lansia dapat membuka sektor pertumbuhan baru. Namun affordability harus dijaga agar layanan tidak
hanya tersedia bagi kelas atas.

Teknologi dapat mendukung aging in place melalui telemedicine, sensor, dan Al monitoring. Risiko
privasi dan ketergantungan harus diperhatikan. Sistem terbaik tetap memerlukan jaringan manusia dan
community care. Teknologi seharusnya mendukung kemandirian, bukan menggantikan hubungan
sosial.

Kelas menengah masa depan akan dinilai bukan hanya dari kemampuan hidup nyaman saat
bekerja, tetapi juga dari keamanan saat pensiun. Life-cycle resilience karena itu perlu menjadi pusat
perencanaan ekonomi keluarga dan kebijakan nasional.

61. Hubungan Antara Ketimpangan dan Permintaan Domestik

Distribusi pendapatan memengaruhi makroekonomi karena kelompok berbeda memiliki marginal
propensity to consume yang berbeda. Jika sebagian besar kenaikan pendapatan terkonsentrasi pada
kelompok sangat kaya, proporsi yang dikonsumsi domestik dapat lebih kecil. Sebaliknya, kenaikan
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pendapatan kelas menengah cenderung langsung masuk ke perumahan, pendidikan, transportasi,
jasa, dan barang tahan lama. Ini memperkuat multiplier domestik.

Ketimpangan yang tinggi juga dapat mendorong konsumsi status dan hutang. Rumah tangga
menengah berusaha mengikuti standar sosial yang ditetapkan kelompok atas, sehingga meningkatkan
leverage. Fenomena ini dikenal sebagai expenditure cascades. Media sosial dapat memperkuatnya
dengan membuat gaya hidup elite terlihat normal dan dekat.

Bagi perusahaan, pasar yang terlalu terkonsentrasi dapat terlihat menarik karena segmen premium
tumbuh, tetapi basis konsumen massal melemah. Strategi jangka panjang membutuhkan broad
purchasing power. Oleh karena itu, wage growth dan job quality bukan hanya isu sosial tetapi juga
market development.

Kebijakan redistribusi yang efektif harus menghindari disinsentif produktivitas. Fokus pada public
services, progressive taxation, competition, dan asset building dapat memperluas kesempatan tanpa
mengandalkan transfer permanen. Tujuannya adalah predistribution: membentuk distribusi
pendapatan yang lebih baik melalui pasar kerja dan kepemilikan sebelum pajak-transfer.

Kelas menengah merupakan jembatan antara efisiensi dan equity. Ketika kelompok ini luas,
ekonomi memiliki basis permintaan yang stabil dan masyarakat memiliki lebih banyak stake dalam
sistem. Memperluas kelas menengah karena itu dapat meningkatkan pertumbuhan sekaligus kohesi
sosial.

62. Public Digital Services dan Penghematan Biaya Transaksi

Digital government dapat memperkuat kelas menengah dengan menurunkan biaya transaksi
administrasi. Mengurus izin, pajak, dokumen, sekolah, kesehatan, atau bantuan secara daring
menghemat waktu dan transportasi. Bagi pekerja yang sulit mengambil cuti, penghematan ini sangat
bernilai. Digitalisasi layanan publik adalah bentuk hidden income karena mengurangi biaya non-
moneter.

Namun desain layanan harus user-centered. Portal yang banyak, password berbeda, dan form
berulang justru memindahkan beban ke warga. Single sign-on, data reuse dengan consent, dan status
tracking dapat meningkatkan pengalaman. Integrasi backend lebih penting daripada sekadar membuat
aplikasi baru.

Accessibility perlu diperhatikan agar layanan digital tidak mengecualikan lansia atau warga dengan
keterbatasan. Omnichannel public service tetap diperlukan: digital untuk yang mampu, assisted digital
untuk yang membutuhkan bantuan, dan layanan fisik untuk kasus kompleks. Efisiensi tidak boleh
mengorbankan hak.

Keamanan menjadi syarat utama karena data pemerintah sangat sensitif. Kebocoran identitas
dapat menghasilkan fraud finansial. Privacy impact assessment, encryption, dan incident response
harus menjadi standar. Trust digital pemerintah sangat sulit dibangun kembali setelah pelanggaran
besar.
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Jika dirancang baik, digital public services dapat meningkatkan trust karena proses menjadi lebih
transparan dan predictable. Warga dapat melihat status permohonan tanpa koneksi informal. Dengan
demikian, digitalisasi juga dapat mengurangi ruang rente dan memperkuat equality before
bureaucracy.

63. Matriks Risiko Kelas Menengah Indonesia

Risiko kelas menengah dapat dipetakan ke empat kategori: income risk, expenditure risk, asset
risk, dan institutional risk. Income risk mencakup PHK, stagnasi upah, dan bisnis gagal. Expenditure
risk mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, dan energi. Asset risk mencakup
penurunan harga properti, investasi gagal, dan cyberfraud. Institutional risk mencakup perubahan
kebijakan, lemahnya perlindungan hukum, dan pelayanan publik buruk.

Risiko-risiko tersebut saling berinteraksi. PHK menjadi lebih berbahaya jika keluarga memiliki KPR
besar; penyakit menjadi lebih berbahaya jika asuransi tidak memadai; cyberfraud menjadi lebih besar
jika seluruh tabungan ada dalam satu akun. Karena itu, risk management rumah tangga perlu
pendekatan portfolio. Mengurangi korelasi risiko sama pentingnya dengan mengurangi masing-masing
risiko.

Pemerintah dapat menggunakan matriks serupa untuk stress testing. Bagaimana jika terjadi
perlambatan global bersamaan dengan kenaikan harga pangan? Bagaimana jika Al mempercepat
displacement di pekerjaan administratif sementara suku bunga tinggi? Scenario analysis membantu
merancang automatic stabilizers sebelum krisis.

Perusahaan juga perlu memahami household risk karyawan. Financial stress dapat meningkatkan
turnover dan absenteeism. Benefit design yang mencakup kesehatan, pensiun, emergency loan yang
sehat, dan reskilling dapat meningkatkan resilience. Namun program tidak boleh menggantikan upah
yang layak.

Matriks risiko membuat diskusi kelas menengah lebih operasional. Tujuan kebijakan adalah
mengurangi probability of shock, menurunkan severity, dan mempercepat recovery. Ketahanan tidak
berarti tidak pernah mengalami guncangan; ketahanan berarti mampu pulih tanpa kehilangan seluruh
kemajuan sosial ekonomi.

64. Dua Belas Indikator Strategis untuk Memantau Kelas Menengah

Indikator pertama hingga ketiga adalah ukuran pendapatan: median real household income, real
wage growth, dan proporsi pekerjaan yang membayar upah kelas menengah. Ketiganya lebih dekat
pada pengalaman rumah tangga dibanding GDP rata-rata. Jika GDP tumbuh tetapi median stagnan,
kualitas pertumbuhan perlu dipertanyakan.

Indikator keempat hingga keenam adalah biaya dan neraca: housing cost burden, debt service
ratio, dan emergency savings coverage. Ketiganya mengukur berapa banyak ruang finansial yang
dimiliki rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan cukup tetapi cicilan sangat tinggi tetap
rentan.
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Indikator ketujuh hingga kesembilan adalah capability: education and skill attainment, digital
productive-use index, dan health protection. Mereka menunjukkan kemampuan mempertahankan
penghasilan dalam jangka panjang. Skill yang usang atau kesehatan buruk dapat mengubah status
kelas dalam waktu cepat.

Indikator kesepuluh dan kesebelas adalah mobility: home ownership or secure rental access serta
transition rate dari aspiring middle class ke middle class. Flow lebih penting daripada stock. Negara
harus mengetahui apakah tangga mobilitas bergerak ke atas atau macet.

Indikator kedua belas adalah subjective economic security. Meskipun bersifat persepsi, ukuran ini
menangkap ekspektasi yang memengaruhi konsumsi dan investasi. Dashboard dua belas indikator
tersebut dapat dipublikasikan secara berkala untuk mengarahkan diskusi dari headline ekonomi
menuju kesejahteraan nyata kelas menengah.

65. Middle-Income Trap dan Posisi Kelas Menengah

Konsep middle-income trap biasanya digunakan pada tingkat negara, tetapi memiliki padanan
pada tingkat rumah tangga. Negara dapat mencapai pendapatan menengah lalu kesulitan naik karena
produktivitas stagnan; rumah tangga juga dapat mencapai standar hidup menengah tetapi sulit
membangun aset dan keterampilan lebih lanjut. Keduanya berbagi mekanisme yang sama: kenaikan
biaya lebih cepat daripada kenaikan produktivitas. Karena itu, strategi keluar dari jebakan pendapatan
menengah nasional dan strategi memperkuat kelas menengah rumah tangga pada dasarnya saling
menguatkan.

Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan dapat didorong oleh urbanisasi, akumulasi modal,
dan pergeseran tenaga kerja dari sektor produktivitas rendah ke sektor lebih tinggi. Ketika proses
tersebut melambat, pertumbuhan memerlukan inovasi, kualitas manajemen, teknologi, dan institusi.
Jika perusahaan tidak naik kelas, pekerjaan bergaji menengah juga terbatas. Dengan demikian,
mobilitas perusahaan dan mobilitas rumah tangga adalah dua sisi transformasi struktural.

Kelas menengah dapat membantu negara keluar dari middle-income trap karena mereka
menyediakan pasar bagi produk lebih kompleks, tenaga kerja terdidik, tabungan domestik, dan
entrepreneurship. Namun jika kelas menengah tertekan, permintaan akan produk berkualitas melemah
dan talenta mencari peluang di luar negeri. Negara kehilangan sisi demand dan supply sekaligus. Oleh
sebab itu, kebijakan pertumbuhan tidak boleh memandang kelas menengah hanya sebagai hasil akhir.

Investasi asing dan hilirisasi dapat mempercepat transformasi jika menghasilkan learning, supplier
linkages, dan managerial capability. Jika proyek beroperasi sebagai enclave dengan sedikit keterkaitan
lokal, kontribusinya terhadap kelas menengah lebih kecil. Evaluasi investasi perlu memasukkan
indikator jumlah pekerjaan profesional, upah, training hours, local procurement, dan career
progression.

Keluar dari middle-income trap pada akhirnya membutuhkan masyarakat yang terus belajar.
Produktivitas bukan hanya mesin atau software, tetapi kemampuan organisasi memperbaiki proses.
Kelas menengah yang memiliki keamanan dasar lebih mampu mengambilrisiko belajar dan berinovasi.
Karena itu, social protection dan innovation policy bukan lawan; keduanya dapat saling melengkapi.

Halaman 51



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Kelas Menengah Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Transformasi Digital

66. Manajemen Perusahaan di Era Konsumen yang Lebih Hati-hati

Tekanan kelas menengah mengubah assumptions dalam perencanaan bisnis. Forecast yang
mengandalkan pertumbuhan volume masa lalu dapat terlalu optimistis jika household budget semakin
ketat. Perusahaan perlu menggunakan scenario planning yang memasukkan real wage, consumer
confidence, credit cost, dan household debt. Sensitivity analysis membantu melihat bagaimana
penjualan berubah jika konsumen menunda pembelian besar atau berpindah ke produk lebih murah.

Portfolio management juga menjadi penting. Perusahaan yang memiliki hanya premium offering
dapat kehilanganvolume, sedangkan perusahaan yang hanya bersaing harga rentan margin tipis. Good-
better-best architecture memungkinkan konsumen tetap berada dalam brand ketika daya beli berubah.
Namun downtrading option harus menjaga kualitas minimum agar tidak merusak trust.

Customer lifetime value perlu dibaca secara etis. Konsumen yang sedang mengalami kesulitan
dapat terlihat sebagai target kredit ber-margin tinggi, tetapi mengeksploitasi kondisi tersebut
menciptakan default dan reputational risk. Responsible growth berarti membangun hubungan jangka
panjang, bahkan jika perusahaan sesekali menolak transaksi yang tidak sehat bagi pelanggan.

Supply chain efficiency dapat digunakan untuk menahan harga tanpa mengurangi kualitas.
Forecasting, inventory optimization, local sourcing, dan process automation dapat menurunkan cost-
to-serve. Al sangat berguna dalam konteks ini. Productivity gain yang diterjemahkan ke harga lebih
terjangkau dapat memperkuat loyalitas sekaligus daya beli kelas menengah.

Board of directors sebaiknya memantau middle-class health sebagai strategic external indicator.
Sama seperti perusahaan memantau kurs, suku bunga, dan commodity prices, mereka perlu
memantau real wages, consumer confidence, housing affordability, dan digital credit. Kondisi kelas
menengah adalah leading indicator bagi banyak sektor domestik.

67. Etika Al, Algoritma, dan Kesempatan Ekonomi

Algoritma semakin menentukan siapa melihat lowongan, mendapat kredit, menerima promosi,
atau memperoleh rekomendasi harga. Keputusan tersebut dapat memperbesar atau memperkecil
kesempatan kelas menengah. Jika model menggunakan data historis yang mencerminkan bias,
diskriminasi dapat direproduksi dalam skala besar. Karena itu, fairness bukan isu abstrak; ia
memengaruhi mobility.

Dalam recruitment, Al dapat membantu screening ribuan pelamar, tetapi kriteria harus relevan
dengan pekerjaan. Proxy seperti alamat, sekolah, atau pola digital dapat secara tidak sengaja
mengecualikan kelompok tertentu. Human oversight diperlukan, tetapi manusia juga dapat bias.
Solusinya adalah governance: audit model, documentation, appeal mechanism, dan monitoring
outcome.

Dalam kredit, alternative data dapat memperluas akses bagi pekerja non-formal yang tidak
memiliki credit history. Ini sangat berguna bagi kelas menengah baru. Namun penggunaan kontak,
lokasi, atau perilaku aplikasi dapat melanggar privasi. Data minimization dan purpose limitation harus
menjadi prinsip. Konsumen perlu mengetahui faktor utama yang memengaruhi keputusan.
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Dalam pricing, personalisasi dapat meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan pertanyaan
fairness. Jika dua konsumen membayar harga berbeda karena willingness to pay yang diprediksi
algoritma, trust dapat terganggu. Perusahaan perlu menetapkan batas etis bahkan jika praktik tersebut
legal. Reputasi jangka panjang sering lebih berharga daripada ekstraksi surplus jangka pendek.

Responsible Al yang baik akan memperkuat kelas menengah dengan membuka akses dan
meningkatkan produktivitas. Responsible Al yang buruk dapat menciptakan invisible barriers yang sulit
dipahami. Transparansi, accountability, dan hak untuk contest keputusan menjadi bagian penting dari
ekonomi digital inklusif.

68. Peran Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Kelas Menengah

Banyak faktor yang menentukan kualitas hidup kelas menengah berada di tangan pemerintah
daerah: tata ruang, transportasi lokal, perizinan, sekolah, puskesmas, sampabh, air, pasar, dan ruang
publik. Karena itu, agenda kelas menengah tidak dapat hanya dirancang dari pusat. Desentralisasi
memberi ruang inovasi, tetapi juga menghasilkan variasi kualitas pelayanan yang besar.

Pemerintah daerah dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi cost-of-living pressure.
Misalnya, kota dengan commute tinggi dapat memprioritaskan bus rapid transit; kota dengan sewa
mahal dapat mempercepat densifikasi; daerah dengan youth unemployment tinggi dapat membangun
apprenticeship dengan industri. Kebijakan lokal yang spesifik sering lebih efektif daripada program
seragam.

Ease of doing business di tingkat lokal juga menentukan pertumbuhan UMKM. Perizinan yang
sederhana, zoning yang jelas, dan procurement terbuka memberi ruang bagi pengusaha kelas
menengah. Digital licensing membantu, tetapi proses di belakang layar harus benar-benar
disederhanakan. Memindahkan birokrasi lama ke formulir online tidak cukup.

Kota juga dapat membangun public amenities yang mengurangi biaya privat: perpustakaan, taman,
pusat olahraga, childcare, dan ruang kerja. Fasilitas ini meningkatkan kualitas hidup tanpa mendorong
konsumsi komersial. Bagi generasi muda yang belum memiliki rumah besar, ruang publik berkualitas
sangat penting.

Benchmark antar-daerah dapat memicu learning. Indeks middle-class friendliness dapat
mengukur pekerjaan, housing, transport, layanan, keamanan, dan digital connectivity. Daerah yang
berhasil dapat menjadi laboratorium kebijakan untuk direplikasi. Desentralisasi terbaik adalah
desentralisasi yang menghasilkan eksperimen dan pembelajaran, bukan fragmentasi.

69. Sintesis: Kontrak Baru bagi Kelas Menengah Indonesia

Seluruh pembahasan artikel ini mengarah pada kebutuhan kontrak baru antara negara, pasar, dan
kelas menengah. Negara tidak dapat menjanjikan pekerjaan seumur hidup atau melindungi semua
risiko, tetapi dapat menjamin aturan yang adil, layanan dasar berkualitas, perlindungan transisi, dan
kesempatan belajar. Pasar tidak harus menghilangkan kompetisi, tetapi harus memberi ruang bagi
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pekerja dan usaha memperoleh bagian wajar dari produktivitas. Individu tetap bertanggung jawab
mengelola keterampilan, keuangan, dan pilihan hidup.

Kontrak baru tersebut berbeda dari model lama yang mengandalkan pertumbuhan konsumsi dan
kredit. Fondasinya adalah capability dan resilience. Rumah tangga didorong membangun aset,
perusahaan didorong membangun produktivitas dan talent, sedangkan pemerintah membangun public
goods dan social insurance. Ketiganya saling bergantung. Rumah tangga tidak dapat menabung jika
upah stagnan; perusahaan tidak dapat produktif tanpa skill; pemerintah tidak dapat membiayai
layanan tanpa basis pajak yang tumbuh.

Transformasi digital menjadi stress test bagi kontrak ini. Teknologi mempercepat perubahan
sehingga kelemahan institusi terlihat lebih cepat. Platform dapat tumbuh lebih cepat daripada regulasi,
Al dapat mengubah pekerjaan lebih cepat daripada kurikulum, dan fintech dapat memperluas kredit
lebih cepat daripada literasi. Respons tidak boleh berupa penolakan teknologi, melainkan penguatan
governance dan learning capacity.

Indikator keberhasilan kontrak baru harus konkret: real wage tumbuh, pekerjaan produktif
bertambah, housing burden menurun, aset rumah tangga meningkat, transisi pengangguran lebih
singkat, digital fraud turun, dan mobilitas ke kelas menengah meningkat. Narasi pembangunan harus
dapat diterjemahkan ke pengalaman rumah tangga. Jika orang mampu merencanakan lima atau
sepuluh tahun ke depan dengan lebih percaya diri, berarti institusi bekerja.

Kelas menengah Indonesia adalah proyek yang belum selesai. Potensinya sangat besar karena
jumlah penduduk, urbanisasi, pendidikan, dan adopsi teknologi menciptakan energi ekonomi.
Tantangannya adalah mengubah energi tersebut menjadi keamanan, aset, produktivitas, dan
kesempatan yang tersebar luas. Bila kontrak baru ini berhasil, kelas menengah akan menjadi kekuatan
utama yang membawa Indonesia dari pertumbuhan lima persen menuju kemakmuran yang benar-
benar berkualitas.

70. Ekosistem Keuangan Digital yang Sehat

Ekosistem keuangan digital Indonesia berkembang sangat cepat melalui mobile banking, dompet
digital, QR payments, fintech lending, investasi daring, dan paylater. Bagi kelas menengah, ekosistem
ini mengurangi biaya transaksi dan memperluas pilihan. Namun kemudahan harus diimbangi
architecture of trust. Satu pengalaman fraud, salah transfer, atau sengketa kredit dapat mengubah
persepsi pengguna terhadap seluruh sistem. Karena itu, keamanan, dispute resolution, dan
transparansi bukan fitur tambahan melainkan infrastruktur utama.

Interoperabilitas pembayaran membantu konsumen berpindah provider tanpa kehilangan
kenyamanan. Standar seperti QR nasional dan open API dapat menurunkan switching cost. Dalam
jangka panjang, interoperabilitas meningkatkan persaingan karena perusahaan tidak hanya
mengandalkan lock-in. Konsumen memperoleh harga dan layanan yang lebih baik, sementara inovator
dapat membangun layanan baru di atas infrastruktur yang sama.

Credit scoring digital harus menjaga keseimbangan antara inclusion dan over-indebtedness. Data
transaksi dapat membantu menilai pekerja informal yang sebelumnya invisible bagi bank, tetapi
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algoritma harus mengukur kemampuan membayar, bukan hanya kemungkinan membayar. Perbedaan
tersebut penting: seseorang mungkin selalu membayar cicilan karena mengorbankan kebutuhan lain.
Responsible finance perlu memperhatikan financial health secara menyeluruh.

Literasi keuangan digital harus beralih dari pengetahuan produk menuju kemampuan mengambil
keputusan. Masyarakat perlu memahami APR, compounding, diversification, data consent, dan fraud
prevention. Pendidikan yang efektif menggunakan simulasi dan kasus, bukan hanya definisi. Bank dan
platform dapat menyediakan dashboard yang memperlihatkan total kewajiban dan arus kas sehingga
konsumen melihat posisi mereka secara utuh.

Jika ekosistem keuangan digital mampu menggabungkan convenience, competition, dan
consumer protection, ia akan memperkuat kelas menengah. Rumah tangga dapat mengelola uang
lebih efisien, menabung otomatis, dan mengakses pembiayaan produktif. Sebaliknya, jika
pertumbuhan didorong oleh kredit konsumtif dan eksploitasi data, digital finance dapat memperbesar
kerentanan yang hendak diatasi.

71. Kepemimpinan Organisasi dan Tanggung Jawab terhadap Kelas

Menengah

Pemimpin organisasi memiliki pengaruh yang sering diremehkan terhadap pembentukan kelas
menengah. Keputusan mengenai upah, kontrak, pelatihan, otomatisasi, lokasi kantor, dan benefit
menentukan ketahanan ribuan keluarga. Ketika banyak perusahaan membuat keputusan serupa,
dampaknya menjadi makroekonomi. Karena itu, leadership tidak dapat memisahkan strategi
perusahaan dari konteks sosial tenaga kerja.

Responsible leadership bukan berarti menghindari restrukturisasi. Perusahaan kadang harus
berubah untuk bertahan. Yang membedakan adalah proses: apakah perubahan dijelaskan, apakah
pekerja diberi waktu, apakah tersedia pelatihan, dan apakah kriteria keputusan fair. Procedural justice
memengaruhi trust bahkan ketika hasilnya tidak menyenangkan. Organisasi yang mempertahankan
dignity dalam transformasi akan lebih mudah menarik talenta setelah perubahan.

Al memerlukan bentuk leadership baru karena keputusan teknologi sering dibuat oleh fungsi IT
tetapi dampaknya menyentuh semua fungsi. Dewan dan manajemen puncak perlu memahami model
risk, data governance, workforce implications, dan ethics. Pertanyaan bukan hanya berapa biaya yang
dapat dihemat, tetapi capability apa yang ingin dibangun. Technology strategy harus terhubung dengan
people strategy.

Perusahaan juga dapat memperkuat kelas menengah melalui supplier development dan
community investment. Membantu pemasok kecil meningkatkan kualitas, digitalisasi, dan akses
pembiayaan menciptakan ekosistem yang lebih kuat. Ini lebih berkelanjutan daripada CSR yang
terpisah dari core business. Shared value muncul ketika pertumbuhan perusahaan memperluas
kapasitas ekonomi di sekitarnya.

Kepemimpinan yang baik melihat kelas menengah sebagai stakeholder sistemik. Konsumen
membutuhkan pendapatan, pekerja membutuhkan pasar bagi keterampilannya, dan perusahaan
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membutuhkan trust publik. Mengelola hubungan ini secara seimbang adalah bagian dari strategic
stewardship di era digital.

72. Kesimpulan Eksekutif untuk Pengambil Kebijakan dan Pemimpin Bisnis

Pesan utama artikel ini dapat diringkas dalam satu proposisi: kekuatan kelas menengah Indonesia
akan ditentukan oleh kemampuan mengubah pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi menjadi
produktivitas, upah riil, aset, serta keamanan sosial. Pertumbuhan sekitar lima persen tetap penting,
tetapi kualitas distribusinya menentukan apakah jutaan rumah tangga merasa maju atau sekadar
bertahan. Indikator makro dan pengalaman mikro harus dibaca bersama.

Bagi pemerintah, prioritas paling strategis adalah pekerjaan berkualitas, layanan publik yang
menurunkan biaya hidup, perumahan dan transportasi terjangkau, perlindungan sosial adaptif, serta
ekosistem digital yang kompetitif dan aman. Kebijakan tersebut tidak perlu dilabeli sebagai program
kelas menengah secara khusus; dampaknya akan terasa melalui meningkatnya disposable income,
pengurangan risiko, dan perluasan kesempatan.

Bagi perusahaan, tekanan kelas menengah berarti strategi pasar harus lebih peka terhadap value
dan affordability, sementara strategi SDM harus menekankan produktivitas, reskilling, dan financial
well-being. Perusahaan yang mengambil seluruh keuntungan otomatisasi tetapi mengabaikan tenaga
kerja dapat memperlemah demand jangka panjang. Shared productivity gains merupakan fondasi
pasar domestik yang sehat.

Bagi perguruan tinggi, tugasnya adalah mempersiapkan manusia yang mampu bekerja bersama Al,
bukan bersaing dengan Al pada tugas yang mudah diotomatisasi. Kurikulum harus berorientasi pada
reasoning, creativity, leadership, data literacy, dan domain expertise. Lifelong learning harus menjadi
fungsi permanen universitas, bukan layanan tambahan.

Bagi rumah tangga, ketahanan dibangun melalui kombinasi keterampilan, disiplin finansial,
proteksi, dan adaptasi digital. Tidak semua risiko dapat dikendalikan individu, sehingga institusi tetap
menentukan. Masa depan kelas menengah Indonesia karena itu merupakan tanggung jawab bersama.
Jika negara, bisnis, pendidikan, dan warga bergerak searah, transformasi digital dapat menjadi mesin
terbesar mobilitas sosial Indonesia dalam satu generasi.

73. Catatan Penutup: Dari Statistik ke Kehidupan Nyata

Pada akhirnya, istilah kelas menengah hanya berguna bila membantu memahami kehidupan
nyata. Angka persentase dapat berubah karena garis kemiskinan, inflasi, atau metode pengukuran,
tetapi pertanyaan substantif tetap sama: apakah keluarga mampu memenuhi kebutuhan dengan layak,
menyiapkan dana darurat, mendidik anak, memperoleh layanan kesehatan, memiliki tempat tinggal
yang aman, dan menabung untuk masa tua? Kelas menengah yang kuat adalah kelas menengah yang
memiliki ruang untuk merencanakan, bukan hanya ruang untuk membayar tagihan bulan berjalan.
Karena itu, setiap evaluasi kebijakan seharusnya menghubungkan statistik nasional dengan
pengalaman rumah tangga dan mempertimbangkan perbedaan wilayah, generasi, pekerjaan, serta
fase siklus hidup.
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Transformasi digital menjadikan hubungan tersebut semakin kompleks. Seorang pekerja dapat
memiliki akses ke layanan finansial, Al, pendidikan global, dan pasar kerja internasional dari telepon
genggam, tetapi pada saat yang sama menghadapi kompetisi, fraud, ketergantungan platform, dan
otomasi. Digitalinclusion yang sejati bukan hanya membuat teknologi tersedia, melainkan memastikan
masyarakat memiliki kemampuan, perlindungan, dan bargaining power untuk menggunakannya bagi
tujuan mereka sendiri. Di sinilah peran manajemen, kebijakan publik, dan pendidikan bertemu.
Ketiganya harus membantu manusia mengubah teknologi menjadi capability, bukan sekadar konsumsi
baru.

Indonesia memiliki peluang historis karena demografi, pasar domestik, dan kecepatan adopsi
teknologi memberikan basis yang kuat. Tetapi peluang tersebut tidak otomatis menjadi kemakmuran.
Dibutuhkan institusi yang dapat menjaga persaingan, meningkatkan kualitas pekerjaan, membangun
kota yang terjangkau, menyediakan layanan publik, serta mengelola transisi Al dengan adil. Jika
kebijakan dan strategi bisnis berhasil melakukan itu, kelas menengah akan menjadi mesin
pertumbuhan sekaligus penyangga stabilitas. Bila gagal, ekonomi dapat tetap tumbuh sementara rasa
aman sosialmenurun. Dengan demikian, masa depan kelas menengah adalah salah satu cermin paling
jujur dari kualitas pembangunan Indonesia di era digital.
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Glossarium

Adaptive social protection: Sistem perlindungan sosial yang dapat menyesuaikan cakupan dan
manfaat secara cepat ketika terjadi guncangan ekonomi, bencana, atau perubahan status rumah
tangga.

Affordability: Kemampuan rumah tangga membeli barang atau layanan tanpa mengorbankan
kebutuhan dasar atau menimbulkan beban hutang yang tidak sehat.

Al augmentation: Penggunaan kecerdasan artifisial untuk memperbesar kemampuan manusia, bukan
menggantikan manusia sepenuhnya.

Al displacement: Penggantian tugas atau pekerjaan manusia oleh sistem kecerdasan artifisial dan
otomatisasi.

Asset building: Proses membangun kekayaan rumah tangga melalui rumah, tabungan, investasi,
pensiun, atau aset produktif.

Aspiring middle class: Kelompok menuju kelas menengah yang berada di atas kelompok rentan miskin
tetapi belum memenuhi ambang kelas menengah menurut ukuran konsumsi tertentu.

Buy Now Pay Later (BNPL): Skema pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang saat
ini dan membayar kemudian secara cicilan.

Credential inflation: Kenaikan persyaratan ijazah atau sertifikat untuk pekerjaan tanpa kenaikan
sebanding pada kompleksitas pekerjaan atau upah.

Digital capability: Kemampuan menggunakan teknologi digital secara produktif, aman, kritis, dan
menghasilkan nilai ekonomi.

Digital divide: Kesenjangan dalam akses, kualitas konektivitas, perangkat, keterampilan, atau manfaat
yang diperoleh dari teknologi digital.

Digital public infrastructure: Infrastruktur digital bersama seperti identitas, pembayaran, pertukaran
data, dan layanan dasar yang dapat digunakan untuk berbagai layanan publik dan swasta.

Disposable income: Pendapatan yang tersedia untuk konsumsi dan tabungan setelah pajak dan
kewajiban utama.

Financial resilience: Kemampuan rumah tangga menyerap guncangan ekonomi tanpa kehilangan
standar hidup secara drastis atau menjual aset penting.

Finansialisasi: Meningkatnya peran produk, institusi, dan logika keuangan dalam aktivitas ekonomi
dan kehidupan sehari-hari.

Gig economy: Pasar kerja berbasis pekerjaan temporer, proyek, atau tugas yang sering dimediasi
platform digital.

Gross Merchandise Value (GMV): Nilai total transaksi barang dan jasa yang diproses melalui suatu
platform atau ekosistem digital.

Human capital: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan yang meningkatkan
produktivitas individu.
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Lifestyle inflation: Kecenderungan menaikkan konsumsi seiring kenaikan pendapatan sehingga
tabungan tidak bertambah secara proporsional.

Middle-class job: Pekerjaan dengan produktivitas, pendapatan, stabilitas, dan perlindungan yang
cukup untuk menopang standar hidup kelas menengah.

Mobility social: Perubahan posisi individu atau keluarga dalam struktur sosial ekonomi, baik naik
maupun turun, sepanjang waktu atau antar-generasi.

Platform economy: Kegiatan ekonomi yang dimediasi oleh platform digital yang mempertemukan
konsumen, produsen, pekerja, atau penyedia jasa.

Portable benefits: Jaminan sosial atau manfaat kerja yang tetap mengikuti individu ketika berpindah
perusahaan atau bentuk pekerjaan.

Precautionary saving: Peningkatan tabungan sebagai respons terhadap ketidakpastian masa depan.
Productivity: Kemampuan menghasilkan output atau nilai tambah dengan sumber daya tertentu.

Real wage: Upah yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga mencerminkan
daya beli nyata.

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar seseorang dapat berpindah ke
pekerjaan atau fungsi yang berbeda.

Sandwich generation: Generasi usia produktif yang menanggung kebutuhan anak sekaligus orang tua.

Social mobility: Kemampuan individu atau keluarga berpindah ke tingkat kesejahteraan yang lebih
tinggi atau lebih rendah.

Trading down: Perilaku konsumen beralih ke produk, merek, ukuran, atau kanal yang lebih murah
ketika daya beli tertekan.

Upskilling: Peningkatan keterampilan agar seseorang dapat menjalankan pekerjaan yang samadengan
tingkat kompleksitas dan produktivitas lebih tinggi.

Wealth mobility: Perubahan posisi rumah tangga dalam distribusi kekayaan atau aset, bukan hanya
pendapatan.
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